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ABSTRAK 
 
Kabupaten layak anak adalah kegiatan untuk menjamin dan 
melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, 
berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat 
dan martabat kemanusiaan dan mendapat perlindungan dari kekerasan 
dan diskriminasi berdasarkan Peraturan Daerah kabupaten Lampung 
Barat Nomor 3 tahun 2018 tentang kabupaten layak anak. Kekerasan 
sering kali diidentikkan dengan kekerasan kasat mata, seperti 
kekerasan fisikal dan seksual. Padahal kekerasan yang bersifat psikis 
dan sosial juga membawa dampak buruk dan permanen terhadap anak 
salah satunya ialah memiliki rasa trauma dan rasa takut yang 
berlebihan sehingga menghambat tumbuh kembang sang anak secara 
normal seperti semula. Meskipun sudah dibuat Peraturan Daerah di 
Kabupaten Lampung Barat mengenai perlindungan anak, namun 
masih banyak kasus kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh oknum-
oknum tidak bertanggung jawab yakni dengan melakukan kekerasan 
fisikal dan seksual. Jika dilihat dari perspektif Fiqh Siyasah, tindak 
kekerasan anak sebagai tindakan yang tidak dibenarkan dalam Islam, 
serta dikategorikan sebagai tindak pidana yang berakibat dapat 
dipidana dengan sanksi hukum. Berdasarkan pada hukum Ta‟zir, yang 
ketentuan putusan hukumannya diserahkan kepada kebijakan pihak 
penguasa atau hakim.  Adapun rumusan masalah yang akan  diangkat 
oleh peneliti yaitu sebagai berikut: 1.Bagaimana Implementasi 
Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 3 Tahun 2018 
tentang Kabupaten Layak Anak di Pekon Gedung Surian Kecamatan 
Gedung Surian Kabupaten Lampung Barat?, 2.Bagaimana Perspektif 
Fiqih Siyasah terhadap Implementasi Pasal 6 Peraturan Daerah 
Kabupaten Lampung Barat Nomor 3 Tahun 2018 tentang 
Perlindungan Anak di Pekon Gedung Surian Kecamatan Gedung 
Surian Kabupaten Lampung Barat? Penelitian ini dilakukan di Pekon 
Gedung Surian Kecamatan Gedung Surian, Penelitian ini termasuk 
dalam penelitian lapangan (field research) yaitu penelitian yang 
dilakukan secara langsung terhadap peristiwa dan data-data lapangan. 
Sumber Data dalam penelitian ini terdiri dari data primer yaitu data 
yang diperoleh secara langsung dari hasil penelitian di lapangan, dan 
ii 
data sekunder adalah kesaksian atau data yang tidak berkaitan 
langsung dengan sumbernya yang asli, Sumber data yang diperoleh 
peneliti secara langsung mencakup dokumen-dokumen resmi, jurnal 
hukum, laporan hukum dan media cetak atau elektronik, Undang-
undang, kamus hukum, dan lainnya. Metode pengumpulan data yang 
digunakan adalah metode interview, observasi dan dokumentasi. 
Metode analisis data Penelitin ini bersifat Deskriptif dengan tujuan 
memberi gambaran mengenai situasi yang terjadi dengan 
menggunakan analisis kualitatif yang bersifat induktif yaitu suatu 
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Artinya: dan Sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam, 
Kami angkat mereka di daratan dan di lautan, Kami beri 
mereka rezki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka 
dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk 
yang telah Kami ciptakan. 
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A. Penegasan judul 
Sebagai langkah awal untuk memahami materi secara 
keseluruhan agar terhindar dari kesalahpahaman, maka perlu 
diberi penjelasan dan pengertian dalam memahami skripsi ini. 
Skripsi ini berjudul “Implementasi Peraturan 
Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 3 Tahun 2018 
Tentang Kabupaten Layak Anak Perspektif Fiqh Siyasah 
(Studi Kasus Di Pekon Gedung Surian Kecamatan 
Gedung Surian Kabupaten Lampung Barat)” maka perlu 
dilakukan penguraian beberapa istilah yang terdapat pada 
judul skripsi ini agar tidak menimbulkan kesalahpahaman 
dalam memberikan pengertian bagi pembaca sebagai berikut: 
1. Implementasi adalah pelaksanaan, dan penerapan.1 
Dalam hal ini pelaksanaan harus di lakukan sesuai 
Dengan peraturan yang berlaku, misal seperti Peraturan 
Daerah Lampung Barat Nomor 3 Tahun 2018 Tentang 
Kabupaten Layak Anak.  
2. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut perda atau 
yang disebut Dengan nama lain adalah Perda Provinsi 
dan Perda Kabupaten/ Kota.
2
 Peraturan Daerah (Perda) 
adalah salah satu jenis peraturan perundang undangan 
dan merupakan bagian dari sistem hukum nasional  
3. berdasarkan pancasila, fungsinya yaitu sebagai instrumen 
kebijakan untuk melaksanakan otonomi daerah dan tugas 
pembantuan sebagaimana diamanatkan dalam Undang 
Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dan 
Undang Undang Tentang Pemerintah Daerah.
3
 
                                                          
1 Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, kamus besar bahasa 
Indonesia Edisi Ketiga (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), 427  
2 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintah Daerah,Pasal 1 ayat (25). 
3 Ryaas Rasyid, Desentralisasi dan Otonomi Daerah: Otonomi Daerah 




4. Kabupaten Layak Anak yang disingkat KLA adalah 
kabupaten yang memiliki sistem Pembangunan dan 
Pelayanan Publik dari Pemerintah Kabupaten dengan 
dukungan orang tua, keluarga, masyarakat, swasta dan 
forum Anak guna pemenuhan hak anak melalui 
pengintegrasian komitmen dan sumber daya yang 
terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan melalui 




5. Perspektif berasal dari bahasa Itali, prospective yang 
berarti gambar pandangan, sudut pandang. 
6. Fiqh Siyasah adalah merupakan aspek Hukum Islam yang 
membicarakan pengaturan dan pengurusan kehidupan 
manusia dalam bernegara demi mencapai kemaslahatan 
bagi umat itu sendiri.
5
  
Berdasarkan pengertian diatas, dapat dipahami bahwa 
penelitian ini adalah sebuah upaya dalam mengungkapkan 
secara lebih tajam dan kritis terhadap pelaksanaan Peraturan 
Daerah Kabupaten Lampung Barat  
3 Tahun 2018 tentang Kabupaten Layak Anak, mengenai 
“Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat 
Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Kabupaten Layak Anak 
Perspektif Fiqh Siyasah (Studi Kasus Di Pekon Gedung 
Surian, Kabupaten Lampung Barat).    
 
B. Latar Belakang 
Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk 
menjamin dan melindungi anak dan hak haknya agar dapat 
hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara 
                                                          
4 Peraturan Daerah Kabupaten lampung Barat nomor 3 Tahun 2018 tentang 
Kabupaten Layak Anak 
5 Prof.H.A.Djazuli, Fiqh Siyasah,Implementasi Kemaslahatan Umat dalam 




optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta 
mendapat perlindungan dari kekerasan dan deskriminasi. 
Setiap orang tua menginginkan anak anaknya tumbuh 
baik dan berkembang secara optimal, dengan itu orang tua 
hendaknya memperhatikan tumbuh kembang, menjaga dari 
permasalahan sosial dan saling membantu tercapainya tujuan 
dari penyelenggara kabupaten layak anak yang diatur dalam 
Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 3 Tahun 
2018 tentang Kabupaten Layak Anak. 
Masih terjadi kasus kekerasan seksual pada anak di 
Pekon Gedung Surian, Kecamatan Gedung Surian, Kabupaten 
Lampung Barat. Dalam hal ini yang menjadi korban 
kekerasan seksual yaitu pada anak yang berusia 4 sampai 12 
tahun yang berjumlah 30 anak diantaranya 20 anak laki laki 
dan 10 anak perempuan.
6
 
Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) yang 
bertanggung jawab mengatasi dan mengawal Peraturan 
Daerah tersebut telah melakukan sosialisasi, advokasi dan 
komunikasi terkait pendidikan seksual masa dini yang 
dilaksanakan di sekolah dan TPA (Taman Pendidikan Al 
qur‟an) di lingkungan Pekon Gedung Surian, Kecamatan 
Gedung Surian, Kabupaten Lampung Barat. Dengan harapan 
tercapainya tumbuh kembang yang sesuai dengan harkat dan 
martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari 
kekerasan, deskriminasi, eksploitasi dan perdagangan 
manusia. 
 Dalam kasus ini orang tua yang anaknya menjadi 
korban dari  kekerasan seksual diduga enggan melaporkan 
kasus kekerasan seksual pada anak dikarenakan mereka 
menganggap bahwa kasus kekerasan seksual merupakan aib 
bagi keluarga dengan minimnya pengetahuan orang tua 
                                                          
6 Zainal, wawancara dengan penulis, Ketua Dinas (PPA) Pekon Gedung 





tersebut terhadap kekerasan seksual pada anak yang 
mengakibatkan terhambatnya Peraturan Daerah Kabupaten 
Lampung Barat Nomor 3 Tahun 2018 tentang Kabupaten 
Layak Anak.  
Pada pasal 6 Peraturan Daerah Kabupaten Lampung 
Barat Nomor 3 Tahun 2018 tentang Kabupaten Layak Anak 
menyebutkan: 
“Bahwa setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, 
berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan 
harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat 




Dinas PPA telah menangani kasus kekerasan seksual 
pada anak tersebut, akan tetapi keluarga dari korban enggan 
menindak lanjut kasus kekerasan seksual pada anak dan 
mereka lebih memilih untuk menyelesaikannya secara 
kekeluargaan. Dengan itu mengakibatkan pelaku yang tidak 
mendapatkan efek jera dan dikhawatirkan para pelaku tersebut 
tetap melancarkan aksinya. Kekerasan seksual secara fisik 
dapat berupa luka pada bagian intim anak, dampak psikologis 
meliputi trauma mental, ketakutan, malu, kecemasan, bahkan 
keinginan atau percobaan bunuh diri. Selain itu dampak sosial 
yang akan dialami anak adalah rasa trauma untuk bergaul 
dengan orang orang di sekelilingnya dan takut untuk 
berinteraksi dengan masyarakat sekitar. Kekerasan seksual 
terhadap anak akan menjadi trauma yang berkepanjangan 
hingga dewasa, disamping itu kekerasan seksual terhadap 
anak akan berdampak pada masalah kesehatan di kemudian 
hari. 
 Tanggung jawab orang tua terhadap anak sangat 
penting dibandingkan dengan orang lain, namun harus ada 
dukungan masyarakat dalam menjaga antar sesama dan peduli 
                                                          
7 Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 3 Tahun 2018 




dengan masalah kekerasan ini agar dapat mencegah kekerasan 
seksual pada anak. Pemerintah harus ada upaya untuk 
mengajak orang tua agar mengajarkan pendidikan seksual 
yang baik pada anak dan meningkatkan kesaradaran 
masyarakat tentang pentingnya menjaga anak dari kekerasan 
seksual. 
 Dampak dari kekerasan seksual secara fisik dapat 
berupa luka pada bagian intim anak, dampak psikologis 
meliputi trauma mental, ketakutan, malu, kecemasan, bahkan 
keinginan atau percobaan bunuh diri. Selain itu dampak sosial 
yang akan dialami anak adalah rasa trauma untuk bergaul 
dengan orang orang di sekelilingnya dan takut untuk 
berinteraksi dengan masyarakat sekitar. Kekerasan seksual 
terhadap anak akan menjadi trauma yang berkepanjangan 
hingga dewasa, disamping itu kekerasan seksual terhadap 
anak akan berdampak pada masalah kesehatan di kemudian 
hari. 
Dalam konteks Fiqh Siyasah, kata Siyasah berasal 
dari kata sasa yang berarti mengatur, mengurus dan 
memerintah atau pemerintahan, politik, dan pembuatan 
kebijakan. Pengertian kebahasaan ini mengisyaratkan bahwa 
tujuan siyasah adalah mengatur, mengurus dan membuat 
kebijakan atas sesuatu yang bersifat politis untuk mencakup 
sesuatu.
8
  Jika dilihat dalam konteks Fiqh Siyasah dengan ini 
Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat  Nomor  3 
Tahun 2018 Tentang Kabupaten Layak Anak merupakan 
peraturan yang bertujuan menjamin terpenuhinya hak anak 
agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi 
secara optimal sesuai dengan harkat martabat kemanusiaan, 
demi terwujudnya anak yang berkulitas, berahlak mulia dan 
sejahtera. 
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 Muhammad Iqbal, Fiqh Siyasah Kontekstual Doktrin Politik Islam 




Berdasarkan hal tersebut, penulis tertarik untuk 
melakukan penelitian dengan judul Implementasi Peraturan 
Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 3 Tahun 2018 
Tentang Kabupaten Layak Anak Perspektif Fiqh Siyasah 
(Studi Kasus di Pekon Gedung Surian Kecamatan Gedung 
Surian Kabupaten Lampung Barat). 
 
C. Fokus  Dan Sub Fokus Penelitian 
Fokus penelitian adalah suatu penentuan konsentrasi 
sebagai pedoman arah suatu penelitian dalam upaya 
pengumpulan dan mencari informasi serta sebagai pedoman 
dalam mengadakan pembahasan atau penganalisaan sehingga 
penelitian tersebut benar benar mendapatkan hasil yang 
diinginkan. Fokus penelitian ini merupakan batas ruang dalam 
membangun penelitian agar penelitian yang dilakukan tidak 
sia sia karena ketidakjelasan dalam pengembangan 
pembahasan. 
Dengan demikian yang menjadi fokus penelitian ini 
adalah mengenai penerapan Pasal 6 Peraturan Daerah 
Kabupaten Lampung Barat Nomor  3 Tahun 2018 tentang 
Kabupaten Layak Anak, bahwa “Setiap anak berhak untuk 
dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara 
wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta 
mendapat perlindungan dari kekerasan, deskriminasi, 
eksploitasi dan perdagangan manusia”  
 
D. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah 
disebutkan di atas, peneliti merasa tertarik lebih jauh tentang 
Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat 
Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Kabupaten Layak  Anak 
Perspektif Fiqh Siyasah (Studi Kasus di Pekon Gedung Surian 
Kecamatan Gedung Surian Kabupaten Lampung Barat), maka 




1. Bagaimana Implementasi Pasal 6 Peraturan Daerah 
Kabupaten Lampung Barat Nomor 3 Tahun 2018 tentang 
Kabuaten Layak Anak di Pekon Gedung Surian, 
Kecamatan Gedung Surian, Kabupaten Lampung Barat? 
2. Bagaimana Perspektif Fiqh Siyasah terhadap 
Implementasi Pasal 6 Peraturan Daerah Kabupaten 
Lampung Barat Nomor 3 Tahun 2018 tentang Kabupaten 
Layak Anak di Pekon Gedung Surian, Kecamatan 
Gedung Surian, Kabupaten Lampung Barat? 
 
E. Tujuan Penelitian 
Adapun tujuan dari penelitian ini adalah: 
1. Untuk mengetahui Implementasi Pasal 6 Peraturan 
Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 3 Tahun 2018 
tentang Kabupaten Layak Anak di Pekon Gedung Surian 
Kecamatan Gedung Surian Kabupaten Lampung Barat. 
2. Untuk mengetahui perspektif Fiqh Siyasah Terhadap 
Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Lampung 
Barat Nomor 3 Tahun 2018 tentang Kabupaten Layak 
Anak di Pekon Gedung Surian Kecamatan Gedung 
Surian Kabupaten Lampung Barat. 
 
F. Manfaat Penelitian 
Adapun signifikasi atau manfaat penelitian ini sebagai berikut: 
a. Secara Teoritis 
1. Hasil penelitian ini diharapkan sebagai referensi dan 
informasi di Fakultas Syariah dan Hukum, sebagai 
sumbangsih pemikiran positif serta memberikan 
kontribusi untuk ilmu hukum ketatanegaraan disetiap 
perguruan tinggi Fakultas Syariah dan Hukum. 
2. Memberikan sumbangsih khususnya tentang ilmu 




tentang Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten 
Lampung Barat Nomor 3 Tahun 2018 tentang 
Kabupaten Layak Anak perspektif Fiqh Siyasah 
(Studi Kasus di Pekon Gedung Surian, Kecamatan 
Gedung Surian, Kabupaten Lampung Barat). 
b. Secara Praktis 
1. Memberi manfaat bagi semua kalangan masyarakat 
luas terutama setiap orang yang ingin memperdalam 
ilmu hukum ketatanegaraan disetiap perguruan tinggi 
Fakultas Syariah dan Hukum. 
2. Memberikan sumbangsih khususnya tentang ilmu 
ketatanegaraan sehingga berfungsi untuk mengetahui 
tentang Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten 
Lampung Barat Nomor 3 Tahun 2018 tentang 
Kabupaten Layak Anak perspektif Fiqh Siyasah 
(Studi Kasus di Pekon Gedung Surian Kecamatan 
Gedung Surian Kabupaten Lampung Barat). 
 
G. Kajian Terdahlu Yang Relevan 
 Adapun beberapa penelitian terdahulu yang digunakan 
sebagai landasan dalam melakukan penelitian ini diantaranya 
disajikan. Penelitian terdahulu yang menjadi rujukan dalam 
melakukan penelitian ini seperti penelitian terdahulu yang 
dilakukan seperti:  
1. Al Apid, (2019) UIN Raden Intan Lampung. Efektivitas  
Implementasi terhadap Peraturan Daerah Kota Bandar 
Lampung Nomor 02 tahun 2016 tentang Penyelenggaraan 
Perlindungan Anak Perspektif Fiqh Siyasah dan Hukum 
Positif Indonesia (Studi Pada Dinas Pemberdayaan 
Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandar 
Lampung), berdasarkan pengamatan di Dinas 
Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Kota Bandar 
Lampung bahwasanya pemerintah sudah melaksanakan 




penyelenggaraan perlindungan anak melalui program 
kerja semaksimal mungkin dalam pencegahan kekerasan 
pada anak. Namun kekerasan pada anak terjadi karena 
faktor lingkungan keluarga serta kurangnya kesadaran 
masyarakat dan kurangnya pengetahuan tentang 
peraturan daerah tersebut oleh masyarakat yang 
mengakibatkan kurang maksimalnya Implementasi 
terhadap peraturan daerah Nomor 2 tahun 2016 tentang 
penyelenggaraan perlindungan Anak kota Bandar 
Lampung dalam pandangan Fiqh Siyasah mengenai 
penyelenggaraan Perlindungan Anak tertuang dalam QS. 
Annisa ayat 9, bahwa praktik penyelenggaraan 
perlindungan anak di kota Bandar Lampung sudah sesuai 
dengan QS. An-nisa ayat 9. Bahwa pemerintah sebagai 
pihak penyelenggara sudah berupaya melakukan dengan 
semaksimal mungkin dalam menjalankan Peraturan 
Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 2 Tahun 2016 
tentang perlindungan anak. Penelitian tersebut sangat 
mendukung penelitian dalam skripsi ini dalam aspek 
kabupaten layak anak. Dengan adanya penelitian yang 
dilakukan oleh Al Apid cukup sedikit memberikan 
dukungan yang cukup untuk peneliti menyelesaikan 
peneliian ini.  
2. Rohman Arif, (2019) UIN Raden Intan Lampung. 
Implementasi Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan 
perlindungan Anak Dalam Melindungi Anak Sebagai 
Korban Kekerasan Perspektif Fiqh Siyasah (Studi Pada 
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 
Kabupaten Tanggamus), berdasarkan pengamatan di 
dinas pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 
Kabupaten Tanggamus dalam Melindungi Anak sebagai 
Korban Kekerasan sudah dilaksanakan berdasarkan 
Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berlaku, 
namun belum terlaksana secara maksimal disebabkan 
karena kurangnya fasilitas di bidang sumberdaya manusia 




mana selama ini masih dibantu oleh pesikologis dari Unit 
Pelaksana tingkat Daerah Pusat Pelayanan Terpadu 
Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan anak 
provinsi, kurangnya fasilitator sosialisasi tentang 
kekerasan anak, belum tersedianya lembaga bantuan 
hukum yang melekat dengan Pusat Pelayanan Terpadu 
Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak 
“Lamban Ratu Agom Kabupaten Tanggamus”, belum 
tersedianya gedung atau kantor yang menetap untuk 
menjalankan upaya peran tersebut serta kurangnya 
sosialisasi pemerintah daerah terhadap masyarakat 
tentang keberadaan dinas Pemberdayaan Perempuan dan 
Perlindungan Anak.  Penelitian tersebut sangat 
mendukung penelitian dalam skripsi ini dalam aspek 
kabupaten layak anak. Dengan adanya penelitian yang 
dilakukan oleh Rohman Arif cukup sedikit memberikan 
dukungan yang cukup untuk peneliti menyelesaikan 
peneliian ini. 
3. Wiwied Widya Ningtyas, (2019) Universitas 
Muhammadiyah Surakarta. Implementasi Peraturan 
Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 14 Tahun 2013 
Tentang Perlindungan Anak, berdasarkan  Implementasi 
Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 14 Tahun 
2013 Tentang Perlindungan Anak bahwa hak anak 
terbagi menjadi empat kategori yaitu hak kelangsungan 
hidup, hak untuk melestarikan dan mempertahankan 
hidup dan hak memperoleh standar kesehatan tertinggi 
dan perawatan sebaik-baiknya, hak perlindungan, 
perlindungan dari diskriminasi, eksploitasi, kekerasan 
dan keterlantaran, hak tumbuh kembang, hak 
memperoleh pendidikan dan hak mencapai standar hidup 
yang layak bagi perkembangan fisik, mental, spiritual, 
moral  dan sosial serta hak berpartisipasi, hak untuk 
menyatakan pendapat dalam segala hal yang 
mempengaruhi anak. Peraturan Daerah Kabupaten 




Anak yang merupakan urusan pemerintah yang wajib 
dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Peraturan daerah 
ini bertujuan agar memberikan kepastian hukum terhadap 
perlindungan anak di kabupaten Boyolali agar kekerasan, 
bulliying, diskriminasi pada anak terminimalisir. Namun 
meskipun sudah dibentuk peraturan daerah tersebut, 
masih banyak kasus kekerasan pada anak yang terjadi. 
Hal tersebut menunjukan bahwa pemerintah daerah 
kabupaten Boyolali belum maksimal dalam menangani 
kasus kekerasan pada anak dan hal tersebut juga 
berbanding dengan di sandangnya kabupaten Boyolali 
yang mendapat predikat Kota Layak Anak. Penelitian 
tersebut sangat mendukung penelitian dalam skripsi ini 
dalam aspek kabupaten layak anak. Dengan adanya 
penelitian yang dilakukan oleh Wiwied Widya Ningtyas 
cukup sedikit memberikan dukungan yang cukup untuk 
peneliti menyelesaikan peneliian ini. 
 
H. Metode Penelitian 
Metode yang digunakan dalam penelitian ini disesuaikan 
dengan masalah tujuan dan kegunaan penelitian itu sendiri, 
sehingga penelitian ini bisa di anggap valid dan dapat 
dipertanggung jawabkan secara ilmiah dan profesional. 
1. Jenis dan Sifat Penelitian 
a. Jenis Penelitian 
Menurut jenisnya, peneliti ini termasuk penelitian 
lapangan (field research), penelitian lapangan adalah 
penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data 
dari lokasi atau lapangan yang melalui cara yaitu 
pengamatan, wawancara, dan dokumentasi.
9
 
Khususnya pada Kabupaten Layak Anak tentang 
perlindungan anak di Pekon Gedung Surian, 
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Kecamatan Gedung Surian, Kabupaten Lampung 
Barat. 
b. Sifat penelitian 
Dilihat dari segi sifatnya, penelitian ini merupakan 
bersifat deskriptif  analitis yang berarti 
menggambarkan atau memaparkan suatu situasi 
gejala dan peristiwa.
10
 Dalam hal ini bertujuan untuk 
pemecahan masalah secara sistematis dan faktual 
mengenai fakta fakta yang ada. 
2. Sumber Data 
Jenis data dalam penelitian ini dibagi menjadi 2 (dua) bagian 
yaitu data primer dan sekunder. 
a. Data Primer 
Data primer adalah data yang diperoleh dari sumber asli 
lapangan atau lokasi penelitian yang memberi informasi 
langsung dalam penelitian.
11
 Seperti halnya pada 
penelitian ini data primer didapatkan dari hasil 
wawancara kepada Dinas Perlindungan Anak dan 
Perempuan dan juga masyarakat yang berada di Pekon 
Gedung Surian Kecamatan Gedung Surian Kabupaten 
Lampung Barat. 
b. Data Sekunder 
Data sekunder yaitu data yang didapatkan dari pihak lain, 
tidak langsung dari subjek penelitian.
12
 Peneliti 
menggunakan datalink sebagai data pendukung yang 
berhubungan dengan penelitian. 
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3. Populasi dan Sampel 
a. Populasi  
Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas: 
obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik 
tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk mempelajari 
dan kemudian ditarik kesimpulannya.
13
 Populasi dalam 
penelitian ini adalah 329 masyarakat Pekon Gedung 
Surian, dan kurang lebih 100 aparatur pemerintahan di 
Pekon Gedung Surian Kecamatan Gedung Surian 
Kabupaten Lampung Barat. 
b. Sampel 
Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang 
dimiliki oleh populasi tersebut. Bila populasi besar, dan 
peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada 
populasi.
14
 Suharsimi Arikunto menjelaskan bahwa 
apabila jumlah populasinya besar, dapat diambil antara 
10-15% atau 15-20% atau lebih. Maka peneliti dapat 
menggunakan sampel pada penelitian ini adalah beberapa 
wawancara pada 3 (tiga) Dinas Gugus Tugas Kabupaten 
Layak Anak Pekon Gedung Surian, 4 (empat) aparatur 
Pekon Gedung Surian, 1 (satu) Penyuluh Agama Pekon 
Gedung Surian, 2 (dua) orang tua/ wali anak di Pekon 
Gedung Surian Kecamatan Gedung Surian Kabupaten 
Lampung Barat. 
 Adapun teknik pengambilan sampel dilakukan 
dengan cara purposive sampling yaitu teknik penentuan 
sampel dengan teknik tertentu.
15
 Purposive sampling juga 
disebut dengan judgemental Sampling yaitu pengambilan 
sampel berdasarkan penilaian penelitian mengenai siapa 
siapa saja yang memenuhi persyaratan untuk dijadikan 
                                                          
13 Sugiyono, Ibid, 215 
14 Sugiyono, Ibid., 216 
15 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, 




sampel oleh karena itu, penelitian harus punya latar 
belakang pengetahuan tertentu mengenai sampel yang 
dimaksud agar benar benar bisa mendapatkan sampel 
yang sesuai dengan persyaratan atau tujuan penelitian. 
4. Metode Pengumpulan Data 
metode pengumpulan data yang digunakan untuk membahas 
persoalan yang terdapat dalam peneliti ini yaitu: 
a. Metode Observasi ( pengamatan) 
Observasi atau pengamatan adalah suatu proses yang 
kompleks, tersusun dari berbagai proses biologis dan 
psikologis. Dua diantara yang terpenting adalah proses 
proses pengamatan dan ingatan.
16
  
Observasi ini dilakukan pada lingkungan Masyarakat 
sekitar Pekon Gedung Surian, Kecamatan Gedung 
Surian, Kabupaten Lampung Barat. 
b. Metode Wawancara 
Wawancara (interview) adalah teknik pengumpulan data 
dengan mengajukan pertanyaan langsung oleh 
pewawancara kepada responden, jawaban jawaban 
responden dicatat dan direkam. Wawancara dapat 
dilakukan secara terstruktur maupun tidak terstruktur, dan 
dapat dilakukan melalui tatap muka (face to face) 
maupun dengan menggunakan telepon.
17
 Adapun 
wawancara yang peneliti gunakan adalah jenis 
wawancara yang bersrtuktur, dan dilakukan secara tatap 
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a. Metode Dokumentasi 
Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal hal atau 
Variabel yang berupa catatan, transkip, buku, surat kabar, 
majalah, agenda, dan sebagainya.
18
 
5. Metode Pengolahan Data 
Setelah  semua data terkumpul sesuai dengan kebutuhan yang 
ditentukan, maka langkah berikutnya adalah menghimpun dan 
mengelola data yang sudah terkumpul tersebut dengan cara 
mengklarifikasi semua jawaban untuk di analisa. Data yang 
diperoleh di lapangan dianalisa menggunakan penelitian 
kualitatif. Penelitian kualitatif lazim digunakan dengan 
pertimbangan pendekatan yang mengambil sudut pandang 
hasil amatan peneliti atas dasar pengumpulan data dan 
interpretasi melalui kontak langsung. Dalam penelitian ini 
pengelolaan data menggunakan analisis deskriptif yaitu 
mencari gambaran yang sistematis, faktual dan aktual 
mengenai fakta fakta kegiatan yang terkait dengan kabupaten 
layak anak di Pekon Gedung Surian, Kecamatan Gedung 
Surian, Kabupaten Lampung Barat. 
6. Metode Analisis Data 
Analisa data adalah proses mencari dan menyusun 
secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, 
catatan lapangan, dan bahan bahan lain, sehingga dapat 
mudah difahami, dan temuannya dapat diinformasikan 
kepada orang lain. Metode analisa data yang digunakan oleh 
peneliti dalam penelitian ini menyesuaikan dengan kajian 
penelitian yaitu Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten 
Lampung Barat Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Kabupaten 
Layak Anak Perspektif Fiqh Siyasah (Studi Kasus Di Pekon 
Gedung Surian Kabupaten Lampung Barat) yang akan dikaji 
dengan menggunakan metode Penelitin yang bersifat 
Deskriptif dengan tujuan memberi gambaran mengenai 
situasi yang terjadi. Dengan demikian dapat disimpulkan 
                                                          




bahwa metode deskriptif adalah suatu bentuk menerangkan 
hasil penelitian yang bersifat memaparkan sejelas-jelasnya 
tentang apa yang diperoleh dilapangan, dengan cara peneliti 
melukiskan, memaparkan dan menyusun suatu keadaan 
secara sistematis sesuai dengan teori yang ada untuk menarik 




I. Sistematika Pembahasan 
Hasil penelitian ini disajikan dalam bentuk karya tulis ilmiah 
yang terdiri dari lima bab pembahasan dengan sistematika 
penulisan sebagai berikut: 
Bab I:  Pendahuluan yang meliputi latar belakang 
masalah, identifikasi dan batasan masalah, 
rumusan masalah, tujuan dan manfaat 
penelitian, kajian penelitian terdahulu yang 
relevan, metode penelitian, sistematika 
pembahasan. 
Bab II: Pengertian dan Ruang Lingkup Fiqh Siyasah, 
Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban 
Kekerasan, Perlindungan Anak Dalam 
Hukum Islam (Hadhanah), Perlindungan 
Anak Dalam Hukum Positif, Dasar Hukum 
Pasal 6 Peraturan Daerah Kabupaten, 
Lampung Barat Nomor 3 Tahun 2018 tentang 
Kabupaten Layak Anak, Standar Kabupaten 
Layak Anak, Pengertian Kekerasan Terhadap 
Anak meliputi Pengertian Kekerasan 
Terhadap Anak, Definisi Kekerasal Seksual 
Terhadap Anak, Bentuk-bentuk Kekerasan 
Terhadap Anak, Faktor-faktor Penyebab 
Terjadinya Kekerasan, Dampak Kekerasan 
Seksual Pada Anak. 
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Bab III:  Gambaran umum objek dan penyajian fakta 
dan data penelitian yang meliputi: Gambaran 
Umum  Objek Penelitian Pekon Gedung 
Surian, sejarah singkat pekon Gedung Surian, 
Struktuk Organisasi Pekon Gedung Surian, 
Latar Belakang Kekerasan Seksual pada Anak 
di bawah umur di Pekon Gedung Surian, Isi 
Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat 
Nomor 03 Tahun 2018 tentang Kabupaten 
Layak Anak, Implementasi Peraturan Daerah 
Kabupaten Lampung Barat Nomor 03 Tahun 
2018 Tentang Kabupaten Layak Anak 
Terhadap Penanganan Aksi Kekerasan 
Seksual Pada Anak.  
Bab IV: Analisis Implementasi Peraturan Daerah 
Kabupaten Lampung Barat  Nomor 03 Tahun 
2018 Tentang Kabupaten Layak Anak 
Terhadap Penanganan Aksi Kekerasan 
Seksual Pada Anak, Implementasi Peraturan 
Daerah Kabupaten Lampung Barat  Nomor 
03 Tahun 2018 Tentang Kabupaten Layak 
Anak Terhadap Penanganan Aksi Kekerasan 
Seksual Pada Anak Perspektif Fiqh Siyasah.  














A. Kajian Teori  
1. Pengertian Dan Ruang Lingkup Fiqh Siyasah 
Secara etimologis (bahasa) Fiqh adalah keterangan 
tentang pengertian atau pemahaman dan pengertian terhadap 
perkataan dan perbuatan manusia.
1
 Secara terminologis 
(istilah), menurut ulama syara‟ (hukum Islam), Fiqh adalah 
pengetahuan tentang hukum hukum yang sesuai dengan syara‟ 
mengenai amal perbuatan yang diperoleh dari dalil dalilnya 
yang tafsil (terinci, yakni dalil dalil atau hukum hukum khusus 
yang diambil dari dasar dasarnya, Al qur‟an dan Sunnah). Jadi 
fiqh menurut istilah adalah pengetahuan mengenai hukum 
agama Islam yang bersumber dari Al qur‟an dan Sunnah yang 
disusun oleh mujtahid dengan jalan penalaran ijtihad.
2
 
Kata siyasat berasal dari kata sasa. Kata ini dalam kamus 
Al-Munjid dan lisan al Arab berarti mengatur, mengurus dan 
memerintah. Jadi siyasah menurut bahasa  mengandung 
beberapa arti, yaitu mengatur, mengurus, dan membuat 
kebijaksanaan, pemerintahan, dan politik. Artinya mengatur, 
mengurus dan membuat kebijaksanaan atas sesuatu yang 
bersifat politis untuk mencapai suatu tujuan adalah siyasah.
3
 
Secara terminologis  siyasah adalah mengatur atau memimpin 
sesuatu dengan cara yang membawa kepada kemaslahatan. 
Fiqh Siyasah adalah ilmu yang mempelajari hal ihwal 
dan seluk beluk pengaturan urusan umat dan segala bentuk 
hukum, peraturan dan kebijaksanaan yang dibuat oleh 
pemegang kekuasaan yang sejalan dengan dasar dasar ajaran 
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dan ruh syariat untuk mewujudkan kemaslahatan umat atau 
dalam arti populernya adalah ilmu tata negara dalam ilmu 
agama Islam yang dikategorikan kedalam penata sosial Islam.
4
 
Konteks pengertian tersebut tugas fiqh siyasah Adalah 
mempelajari segala sebab musabab, segala masalah dan aspek 
yang berkaitan antara lain dengan asal usul negara dan sejarah 
Islam, sejarah perkembangannya, organisasi dan fungsi serta 
peranannya dalam kehidupan umat, dan segala bentuk hukum, 
peraturan dan kebijaksanaan yang dibuat oleh penguasa. Fiqh 
siyasah juga mempelajari segala konsep dan teori yang pro 
dan kontra mengenai politik, negara dan pemerintahan 
menurut Islam. Ini memerlukan pelacakan terhadap segala 
fakta, peristiwa dan fenomena-fenomena historis dari segala 
sudut dan segi, dan dasar dasar ajaran syariat yang 




Objek kajian fiqh siyasah meliputi aspek pengaturan 
hubungan antara warga negara dengan warga negara, 
hubungan antar warga negara dengan lembaga negara, dan 
hubungan antara lembaga negara dengan lembaga negara, baik 
hubungan yang bersifat intern suatu negara maupun hubungan 
yang bersifat ekstern antar negara, dalam berbagai bidang 
kehidupan. Dari pemahaman seperti itu, tampak bahwa kajian 
siyasah memusatkan perhatian pada aspek pengaturan. 
Penekanan demikian terlihat dari penjelasan T.M. Hasbi al 
Shiddieqy yang menyatakan objek kajian siyasah adalah 
pekerjaan-pekerjaan mukallaf dan urusan-urusan mereka dari 
jurusan pentadbirannya, dengan  mengingat persesuaian 
penafsiran itu dengan jiwa syariah, yang  kita tidak peroleh 
dalilnya yang khusus dan tidak berlawanan dengan sesuatu 
nash dari nash-nash yang merupakan syariah „amah yang 
tetap. Hal yang sama ditemukan pula pada pernyataan Abul 
Wahhab Khallaf bahwa objek pembahasan ilmu siyasah 
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adalah pengaturan dan perUndang-undangan yang dituntut 
oleh hal ihwal kenegaraan dari segi persesuaiannya dengan 
pokok-pokok agama dan merupakan realisasi kemaslahatan 
manusia serta memenuhi kebutuhannya.
6
  
Secara garis besar maka objeknya menjadi, pertama, 
peraturan dan perUndang-undangan, kedua, pengorganisasian 
dan pengaturan kemaslahatan, dan ketiga, hubungan antar 
penguasa dan rakyat serta hak dan kewajiban masing-masing 
dalam mencapai tujuan negara. Metode yang digunakan dalam 
membahas Fiqh siyasah tidak berbeda dengan metode yang 
digunakan dalam membahas Fiqh lain, dalam Fiqh siyasah 
juga menggunakan Ilmu Ushul Fiqh dan Qowaid fiqh. Metode 
ushul fiqh antara lain adalah qiyas, istihsan, „urf, mashlahah 
mursalah, dan istishab. Dengan metode ini umat Islam bebas 
menggunakan ijtihad nya untuk mengantisipasi setiap 
perkembangan yang terjadi sesuai dengan lingkungan, situasi 
dan kondisi yang mereka hadapi. Tentu saja penggunaan 




Pembagian fiqh siyasah dapat di sederhanakan menjadi 
tiga bagian pokok yaitu : 
1) Fiqh Siyasah Dusturiyah (perundang-undangan) 
a. Pengertian Siyasah Dusturiyah 
Abul A‟la al Maududi mendefinisikan dustur 
dengan: “suatu dokumen yang memuat prinsip 
prinsip pokok yang menjadi landasan pengaturan 
sebuah negara”. 
Berdasarkan pengertian diatas dapat dipahami 
penggunaan istilah Fiqh dusturi, untuk nama satu 
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ilmu yang membahas masalah masalah 
pemerintahan dalam arti luas, sebab di dalam dustur 
itulah  tercatat sekumpulan prinsip prinsip 
pengaturan kekuasaan dalam pemerintahan suatu 
negara, sebagai dustur dalam sebuah negara sudah 
pasti perundang undangan serta Undang-undang 




Siyasah dusturiyah menjadi salah satu bagian 
dari  fiqh siyasah yang membahas tentang perundang 
undangan negara. Dalam hal ini dibahas antara lain 
legislasi (bagian cara perumusan undang undang), 
konsep konsep konstitusi (undang undang dasar 
negara dan sejarah lahirnya perundang undangan 
dalam suatu negara), lembaga demokrasi syura yang 




Fiqh siyasah konstitusi disebut juga dengan 
“dusturi”. Kata ini berasal dari bahasa Persia. 
Sebelumnya artinya adalah “seseorang yang 
memiliki otoritas, baik dalam bidang politik ataupun 
agama”. Dalam perkembangan selanjutnya, kata ini 
digunakan untuk menunjukkan anggota kependetaan 
(pemuka agama) Zoroaster (majusi). Setelah 
mengalami penyerapan ke dalam bahasa Arab, kata 
dustur berkembang pengertiannya menjadi asas, 
dasar, pembinaan. Menurut istilah, dustur berarti 
kumpulan yang mengatur dasar serta hubungan kerja 
sama antara sesama anggota masyarakat dalam 
sebuah negara, baik yang tidak tertulis (konvensi) 
ataupun tertulis (konstitusi). Kata dustur juga telah 
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diserap kedalam bahasa Indonesia yang salah satu 
artinya adalah Undang Undang Dasar suatu negara.
10
  
Siyasah Dusturiyah mencakup siyasah 
tasyri‟iyah syar‟iyah (siyasah penetapan hukum 
yang sesuai dengan syari‟at) seperti Undang Undang 
Dasar, undang undang, peraturan pelaksanaan, 
peraturan daerah dan sebagainya. Siyasah 
qadhaniyah syar‟iyah (siyasah peradilan yang sesuai 
menurut syariat) termasuk di dalamnya masalah 
masalah peradilan. Siyasah idariyah syar‟iyah 
(siyasah administrasi yang sesuai dengan syariat) 
termasuk didalamnya masalah masalah administratif 
dan kepegawaian. Dan Siyasah tanfidziyah syar‟iyah 
(siyasah pelaksanaan syari‟at).  
Fiqh Siyasah Dusturiyah adalah siyasah yang 
berhubungan dengan peraturan dasar tentang bentuk 
pemerintahan dan batasan kekuasaannya, cara 
pemilihan (kepala negara), batasan kekuasaan yang 
lazim bagi pelaksanaan urusan umat, dan ketetapan 
hak hak yang wajib bagi individu dan masyarakat, 
serta hubungan antara penguasa dan rakyat. Oleh 
karena itu, didalam fiqh siyasah dusturiyah biasanya 
dibatasi hanya membahas peraturan dan perundang 
undangan yang dituntut oleh hal ihwal kenegaraan 
dari sudut pandang persesuaian dengan prinsip-
prinsip agama merupakan perwujudan kemaslahatan 
manusia dan juga memenuhi kebutuhannya. 
Fiqh siyasah dusturiyah mencakup bidang 
kehidupan yang sangat luas dan kompleks. 
Sekalipun demikian, secara umum, disiplin ini 
mencakup hal sebagai berikut: 
1. Persoalan dan ruang lingkup (pembahasan) 
2. Persoalan imamah, hak dan kewajibannya 
                                                          
10




3. Persoalan rakyat, statusnya, dan hak haknya 
4. Persoalan bai‟at 
5. Persoalan waliyul ahdi 
6. Persoalan perwakilan 
7. Persoalan ahlul halli wal aqdi 
8. Persoalan wuzaroh dan perbandingan. 
 Keseluruhan persoalan fiqh siyasah 
dusturiyah umumnya tidak dapat dilepaskan dari dua 
hal pokok: pertama, dalil dalil kulliy, baik ayat Al 
Qur‟an maupun Hadis, maqsidu syariah, dan 
semangat ajaran Islam dalam hal mengatur 
masyarakat. Kedua, aturan dapat berubah yang 
disebabkan oleh situasi dan kondisi, termasuk dalam 
hasil ijtihad para ulama, meskipun tidak secara 
keseluruhan. 
Permasalahan didalam fiqh siyasah 
dusturiyah yakni membahas tentang hubungan 
antara pemimpin di satu pihak dan rakyatnya di 




Oleh sebab itu, dalam fiqh siyasah dusturiyah 
biasanya dibatasi hanya membahas pengaturan dan 
perundang undangan yang di tuntut oleh hal ihwal 
kenegaraan dari segi persesuaian dengan prinsip 
prinsip agama dan merupakan realisasi kemaslahatan 
manusia serta memenuhi kebutuhannya.
12
 Konsep 
fiqh siyasah dusturiyah terbagi menjadi dua aspek 
yaitu: 
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a) Al-Qur‟an dan Hadis yang digunakan sebagai 
patokan dalam berbagai macam bidang dalam 
hal mengurus tatanan kehidupan umat termasuk 
dalam hal bernegara, baik untuk melakukan 
aturan hukum ataupun untuk mengatur ahlak 
manusia. 
b) Kebijakan ulil amri atas dasar pertimbangan 
ulama dalam menentukan suatu hukum 
berdasarkan situasi serta kondisi perkembangan 
zaman untuk mengatur tatanan kehidupan 
bernegara dan bermasyarakat supaya mencapai 
kemaslahatan bersama. 
Berlandaskan pengertian diatas dapat dipahami 
bahwa wewenang membuat segala bentuk hukum, 
peraturan dan kebijakan yang berkaitan dengan 
pengaturan kepentingan negara serta urusan umat 
guna mewujudkan kemaslahatan umum terletak pada 
pemegang kekuasaan. Oleh sebab itu, segala bentuk 
hukum, peraturan dan kebijakan yang dibuat oleh 
pemegang kekuasaan bersifat mengikat, dan wajib 
ditaati oleh masyarakat selama semua peraturan itu 
secara substansi tidak bertentangan dengan jiwa 
syariat. 
Persoalan terkait tentang perlindungan anak 
melalui peraturan perUndang-undangan haruslah 
sesuai dengan kaidah sumber hukum fiqh siyasah 
dusturiyah yakni Al-Qur‟an dan Al-hadits serta 
kebijakan ulil amri serta kebiasaan adat suatu negara 
tidak melanggar syariat. Dalam Al-Qur‟an sudah 





                       
                    
                   
“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu 
menyampaikan amanat kepada yang berhak 
menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila 
menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu 
menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah 
memberi pengajaran yang sebaik-baiknya 
kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha 
mendengar lagi Maha melihat.”(Q.S.An-nisa:58) 
 
Menurut Islam, imamah (kepemimpinan) 
merupakan pondasi yang mengokohkan prinsip-
prinsip agama, serta mengatur tentang kepentingan-
kepentingan umum, hingga mengatur urusan rakyat 




Ayat Al-Qur‟an yang terkait dengan pemimpin 
dalam pembahasan fiqh siyasah dusturiyah yakni 
dalam surat Annisa ayat 59 yang berbunyi:  
                     
                        
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                     
         
   
“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah 
dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara 
kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat 
tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada 
Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika 
kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari 
kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) 
dan lebih baik akibatnya.”(Q.S An-nisa:59) 
  
Ayat tersebut dijelaskan bahwa orang-orang 
beriman diwajibkan menaati Allah, Rasul dan ulil 
Amri. Dalam kehidupan bermasyarakat, rakyat harus 
menaati Allah dan Rasul sesuai dengan yang sudah 
dijelaskan dalam Al-Qur‟an selain itu masyarakat 
juga harus mematuhi aturan dari seorang pemimpin 
yakni seseorang yang bertanggungjawab yang 
dipilih oleh masyarakat untuk memimpin suatu 
kelompok. 
b. Ruang Lingkup Siyasah Dusturiyah 
Fiqh Siyasah dibagi menjadi empat 
bagian yaitu: 
1. Bidang siyasah tasyri‟iyah, termasuk 
didalamnya persoalan ahl hall wa al aqd, 
perwakilan persoalan rakyat. Hubungan muslim 
didalam suatu negara, seperti undang undang 
dasar, undang undang, peraturan pelaksanaan, 




2. Bidang siyasah tanfidhiyah, termasuk di 
dalamnya persoalan imamah, persoalan bai‟ah, 
wuzarah, waliy al ahdi dan lain-lain. 
3. Bidang siyasah qadha‟iyah, termasuk 
didalamnya masalah masalah peradilan. 




  Adapun dalam penulisan ini mengkhususkan 
kajian Siyasah Tanfidiyah, yakni hubungan antara 
pemimpin disatu pihak dan rakyatnya di pihak lain 
serta kelembagaan yang ada didalam masyarakatnya. 
Pelaksana Siyasah Tanfidiyah, disebut Al-shultah al- 
Tanfidziyyah. Menurut al- Maududi, lembaga 
eksekutif dalam Islam dinyatakan dalam Istilah ulul 
amri dan dikepalai oleh seorang Amir atau Khalifah. 
Istilah Ulul amri tidak hanya terbatas untuk anggota 
eksekutif saja melainkan juga untuk lembaga 
legislatif dan eksekutif karena diartikan lebih luas.
15
 
Konsep kepemimpinan dalam Islam sering 
disebut dengan Khalifah yang berarti wakil. Namun 
kemudian mengalami pergeseran dengan masuknya 
kata amir dalam Bahasa Indonesia yang diartikan 
pemimpin formal. Selain Khalifah, ada banyak 
sebutan untuk Istilah pemimpin dalam Islam yang 
meliputi Imamah/imam, Imara/Amir, Ra‟in dan 
Wizarah/Wazir. 
Imamah menurut bahasa artinya 
“Kepemimpinan”. Imamah yang memiliki arti 
pemimpin, seperti laksana ketua yang memimpin 
bawahannya. Imamah sering juga disebut khalifah, 
yaitu penguasa atau pemimpin tertinggi rakyat. Kata 
Imamah juga sering digunakan untuk mengatur 
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kemaslahatan sesuatu, untuk pemimpin pasukan, dan 
untuk orang dengan fungsi lainnya. Secara 
terminologi Islam, al-Imamah bermakna otoritas 
semesta dalam seluruh urusan agama dan dunia, 
yang menggantikan peran Nabi SAW.  
Imamah secara epistimologi, kata Imamah 
berarti seorang pemegang kekuasaan atas umat 
Islam, Syekh Abu Zahrah mengatakan bahwa 
Imamah itu juga merupakan khalifah, sebab orang 
yang menjadi khalifah adalah penguasa tertinggi 




Firman Allah dalam QS Annisa ayat 59 yang 
berbunyi: 
                     
                        
                     
         
  
“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan 
taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. 
kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang 
sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al-
Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-
benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. 
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yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih 
baik akibatnya.”(Q.S. An-nisa: 59 
  
Kepemimpinan dalam Islam adalah‚ Suatu proses 
atau kemampuan orang lain untuk mengarahkan dan 
memotivasi tingkah laku orang lain serta usaha kerja 
sama sesuai dengan syarat Islam untuk mencapai 
tujuan yang diinginkan bersama. Adapun hakikat 
kepemimpinan dalam Islam adalah sebagai berikut:
17
 
a) Tanggung jawab 
Ketika seseorang ditunjuk untuk memimpin 
sebuah lembaga atau institusi, maka sebenarnya 
seorang pemimpin mengemban tanggung jawab 
yang besar sebagai pemimpin yang harus 
mampu mengemban tanggung jawabnya 
dihadapan manusia dan Allah. 
 Allah berfirman dalam QS. Al-Anfal ayat 8 
yang berbunyi: 
             
                 
 “Hai orang-orang yang beriman, janganlah 
kamu mengkhianati Allah dan Rasul 
(Muhammad) dan (juga) janganlah kamu 
mengkhianati amanat-amanat yang 




                                                          





Pemimpin harus berkorban untuk 
masyarakat entah itu berkorban materi, waktu 
maupun tenaga. 
c) Kerja Keras 
Pemimpin harus mampu bekerja keras untuk 
menyelesaikan persoalan yang dihadapi 
masyarakat/ bawahan dalam suatu institusi 
maupun organisasi. Allah berfirman dalam QS. 
Al-Bayyinah ayat 7 yang berbunyi: 
                    
          
“Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan 




Ayat lain dalam Al-Qur‟an menyebutkan 
bahwa orang-orang yang beriman dan bekerja 
secara baik dan profesional akan memperoleh 
kebahagiaan di dunia dan di akhirat. 
d) Kewenangan melayani 
Pemimpin merupakan pelayan bagi orang 
yang dipimpinnya. Karena itu ia memiliki 
wewenang untuk melayani bawahannya dengan 
lebih baik dibandingkan pemimpin sebelumnya. 
Oleh karena itu, visi misi perlu terlaksana 
dengan baik untuk kesejahteraan hidup yang 
dipimpinnya. Sebagaimana firman Allah SWT 




                  
              
                 
             
“Jika kamu berbuat baik (berarti) kamu 
berbuat baik bagi dirimu sendiri dan jika kamu 
berbuat jahat, Maka (kejahatan) itu bagi dirimu 
sendiri, dan apabila datang saat hukuman bagi 
(kejahatan) yang kedua, (kami datangkan 
orang-orang lain) untuk menyuramkan muka-
muka kamu dan mereka masuk ke dalam 
mesjid, sebagaimana musuh-musuhmu 
memasukinya pada kali pertama dan untuk 
membinasakan sehabis-habisnya apa saja yang 
mereka kuasai.” (QS. Al-Isra:7) 
 
Ayat tersebut menjelaskan apabila kita 
berbuat baik dan taat kepada Allah, maka 
kebaikan itu adalah untuk diri kita di dunia dan 
akhirat. Dan apabila kita berbuat maksiat, maka 
sebenarnya kalian telah merusak diri kita 
sendiri. 
e) Keteladanan dan kepeloporan 
Seorang pemimpin dalam segala kondisi 
harus menjadi teladan dan pelopor bagi orang 
yang dipimpinnya. Pemimpin harus memiliki 




Apabila dipahami penggunaan kata dustur 
sama dengan constitution dalam bahasa Inggris, 
atau Undang-undang Dasar dalam bahasa 
Indonesia, kata-kata‚ dasar dalam bahasa 
Indonesia tidaklah mustahil berasal dari kata 
dusturiyah. Sedangkan penggunaan istilah fiqh 
siyasah dusturiyah merupakan untuk nama satu 
ilmu yang membahas masalah-masalah 
pemerintahan dan kenegaraan dalam arti luas. 
Dusturiyah dalam konteks ke Indonesiaan 
adalah Undang-undang Dasar yang merupakan 
acuan dasar dalam pembentukan peraturan 
perundang-perundangan Indonesia. 
2) Fiqh Siyasah Dauliyah  
Dauliyah berarti daulat, kekuasaan, kerajaan, juga 
wewenang. Sedangkan siyasah dauliyah adalah 
kekuasaan seorang kepala negara untuk mengatur negara 
dalam hal hubungan internasional. Dari pengertian 
tersebut dapat dipahami bahwa siyasah dauliyah lebih 
menjurus pada pengaturan masalah kenegaraan yang 
bersifat luar negeri, serta kedaulatan negara.
18
  
Siyasah Dauliyah juga bisa bermakna siyasah yang 
memiliki hubungan dengan pengaturan pergaulan antara 
negara negara Islam dengan negara negara bukan Islam, 
mengenai tata cara pengaturan pergaulan warga negara 
musim dengan warga negara non muslim yang berada di 
negara Islam, serta hukum dan peraturan yang membatasi 
hubungan antara Negara Islam dengan negara negara lain 
dalam situasi damai dan perang.
19
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Sebelum adanya agama Islam Siyasah Dauliyah 
sudah ada, siyasah dauliyah dismissal tersebut muncul  
karena adanya kelangsungan untuk hidup berdampingan 
secara damai di antara berbagai bangsa di dunia, 
keinginan tersebut terwujud dalam berbagai macam 
perjanjian antar negara juga adat kebiasaan internasional, 
yang menjadi sumber paling penting dalam hubungan 
damai pada masa itu. 
Meski demikian, gejala hubungan antar negara yang 
kerap terjadi pada saat itu lebih sering ditandai dengan 
adanya peperangan, perang menjadi suatu olahraga 
tahunan bagi bangsa dan suku-suku tertentu. Dalam 
keadaan tersebut perang menjadi hubungan dasar diantara 
mereka. Tiap-tiap negara yang ada dituntut untuk selalu 
siap siaga dalam mempersiapkan diri untuk perang, baik 
dengan cara mempersiapkan senjata pasukan ataupun 
membangun benteng perlindungan dari serangan musuh. 
Siyasah Dauliyah (hubungan internasional) 
mendapatkan banyak perubahan setelah datangnya Islam, 
yakni dalam hal perang harus menaati etika perang, harus 
menepati perjanjian dan lain sebagainya.
20
 
Dasar-dasar yang dijadikan landasan para ulama di 
dalam siyasah dauliyah dan dijadikan ukuran apakah 
siyasah dauliyah berjalan sesuai dengan semangat Al-
Islam atau tidak, adalah kesatuan Umat Manusia. 
Meskipun manusia ini berbeda suku berbangsa-bangsa, 
berbeda warna kulit, berbeda tanah air bahkan berbeda 
agama, akan tetapi merupakan satu kesatuan manusia 
karena sama-sama mahluk Allah, sama bertempat tinggal 
di muka bumi ini, sama-sama mengharapkan kehidupan 
yang bahagia, dan damai dan sama-sama dari Adam. 
Dengan demikian, maka perbedaan- perbedaan di antara 
manusia harus disikapi dengan pikiran yang positif untuk 
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saling memberikan kelebihan masing-masing. Al-Qur‟an 
banyak mengisyaratkan kesatuan manusia ini antara lain 
dinyatakan dalam Q.S An-nisa (1): 
                      
                         
                      
“Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu 
yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari 
padanya, Allah menciptakan isterinya; dan dari pada 
keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan 
perempuan yang banyak. dan bertakwalah kepada Allah 
yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling 
meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan 
silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan 
mengawasi kamu.” (Q.S. Annisa: 263-264) 
 
[263] Maksud dari padanya menurut jumhur 
mufassirin ialah dari bagian tubuh (tulang rusuk) 
Adam a.s. berdasarkan hadis riwayat Bukhari dan 
Muslim. di samping itu ada pula yang menafsirkan dari 
padanya ialah dari unsur yang serupa Yakni tanah yang 
dari padanya Adam a.s. diciptakan. 
[264] Menurut kebiasaan orang Arab, apabila 
mereka menanyakan sesuatu atau memintanya kepada 
orang lain mereka mengucapkan nama Allah seperti 
:As aluka billah artinya saya bertanya atau meminta 






3) Siyasah Maliyah 
Seperti di dalam Fiqh Siyasah dusturiyah dan fiqh 
siyasah dauliyah, di dalam fiqh siyasah Maliyah pun 
pengaturannya diorientasikan untuk kemaslahatan rakyat. 
Oleh karena itu, di dalam siyasah Maliyah ada hubungan 
di antara tiga faktor, yaitu: rakyat, harta dan perintah atau 
kekuasaan. 
Fiqh Siyasah Maliyyah dalam perspektif Hukum 
Islam tidak lepas dari Al-Qur‟an, hadis dan praktik yang 
dikembangkan oleh khilafah serta pemerintahan Islam 
sepanjang sejarah. Siyasah Maliyyah ini merupakan 
kajian yang sangat tidak asing  dalam hukum Islam. Fiqh 
Siyasah Maliyyah adalah salah satu bagian terpenting 
dalam sistem pemerintahan Islam sebab menyangkut 
tentang anggaran pendapatan dan belanja negara.
21
  
Fiqh Siyasah Maliyyah yang mengatur hak hak 
orang miskin, mengatur sumber mata air atau irigasi dan 
perbankan. Hukum dan peraturan yang mengatur 
hubungan diantara orang kaya dan orang miskin, sumber 
sumber keuangan negara, antara negara dan perorangan, 
baitulmal dan sebagainya.  Di dalam fiqh siyasah 
Maliyah pengaturannya di fokuskan juga untuk 
kemaslahatan rakyat dengan rakyat, harta dan 
pemerintahan atau kekuasaan. Secara etimologi fiqh 
siyasah Maliyah adalah mengatur politik keuangan.
22
   
Dalam fiqh siyasah Maliyah al qur‟an menjadi 
sumber hukum. Dimana dalam menyelesaikan masalah 
tentang keuangan negara dan pendapatan negara. Berikut 
merupakan contoh sumber hukum fiqh siyasah Maliyah 
dalam al qur‟an surat Al-hasyr :11 
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                    
                  
                       
        
 
“Apakah kamu tidak memperhatikan orang-orang 
munafik yang berkata kepada saudara-saudara mereka 
yang kafir[1467] di antara ahli kitab: "Sesungguhnya 
jika kamu diusir niscaya Kamipun akan keluar 
bersamamu; dan Kami selama-lamanya tidak akan patuh 
kepada siapapun untuk (menyusahkan) kamu, dan jika 
kamu diperangi pasti Kami akan membantu kamu." dan 
Allah menyaksikan bahwa Sesungguhnya mereka benar-
benar pendusta.”(Q.S. Al-Hasyr:11) 
[1467] Maksudnya: Bani Nadhir. 
Dan juga menyebutkan pada Q.S. Luqman: 20 
                         
                        
                    
“Tidakkah kamu perhatikan Sesungguhnya Allah telah 
menundukkan untuk (kepentingan)mu apa yang di langit 
dan apa yang di bumi dan menyempurnakan untukmu 
nikmat-Nya lahir dan batin. dan di antara manusia ada 




pengetahuan atau petunjuk dan tanpa kitab yang 
memberi penerangan.”(Q.S. Luqman:20) 
  
Hadis menjadi sumber hukum kedua bagi fiqh 
siyasah Maliyah yang bersangkutan dengan pengelolaan 
keuangan, pendapatan negara dan pengeluaran negara 
yang sesuai. Kaitan antara fiqh siyasah Maliyah dengan 
hadis adalah bagian yang saling berhubungan dan tidak 
bisa dipisahkan antara satu sama lain. Keduanya 
bagaikan dua sisi bidang yang sama dan saling 
berkesinambungan. Hal tersebut disebabkan karena fiqh 
siyasah dapat dikatakan sebagai suatu ilmu yang lahir 
dari hasil pemahaman terhadap hadis Nabi SAW. yaitu 
siyasah yang berhubungan dengan pengaturan pergaulan 
antara negara negara Islam dengan negara negara bukan 
Islam, tata cara pengaturan pergaulan warga negara 
muslim dengan warga negara non muslim yang ada di 
negara Islam, hukum dan peraturan yang membatasi 
hubungan dengan negara negara lain dalam situasi damai 
dan perang.  
2. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan 
a. Perlindungan Anak Dalam Hukum Islam (Hadhanah) 
Anak adalah seseorang baik laki-laki maupun 
perempuan yang belum mumayyiz yang belum 
dibebankan hukum baginya, kompilasi hukum Islam 
Pasal 105 menyebutkan bahwa batas mumayyiz seorang 
anak adalah 12 tahun. Sedangkan Undang-undang Nomor 
1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyebutan bahwa 
anak dikatakan mumayyiz  jika sudah berumur 18 tahun 
atau sesudah melangsungkan pernikahan. 
Hadhanah berasal dari kata “hidnan” yang berarti 
lambung. Seperti kalimat “Hashanah ath-thaairu 
baidahu”, burung itu mengempit telur dibawah sayapnya, 






 Dalam hal ini yang dimaksud adalah merawat 
serta mendidik atau mengasuh anak kecil yang belum 
mampu menjada serta mengatur dirinya sendiri. 
Ulama Fiqh mendefinisikan hadhanah adalah 
memelihara anak kecil laki-laki atau perempuan atau 
orang yang kurang akal yang belum bisa membedakan. Ia 
boleh tinggal dengan siapapun dari orang tuanya yang dia 
sukai. Namun dalam syara‟ menyuruhnya untuk berbakti 
dan berbuat baik kepada mereka. Apabila seorang 
perempuan, anak tidak boleh tinggal sendiri dan tidak 




Hadhanah menurut ensiklopedia hukum Islam 
dijelaskan, hadhanah yakni mengasuh anak kecil atau 
anak normal yang belum atau tidak dapat hidup mandiri, 
yakni dengan memenuhi kebutuhan hidupnya, menjaga 
dari hal-hal yang dapat membahayakannya, memberinya 
pendidikan fisik maupun psikis, mengembangkan 




Menurut Amir Syarifuddin, pengertian hadhanah 
menurut istilah fiqh digunakan dua kata namun 
ditunjukan untuk maksud yang sama yaitu kafalah dan 
hadhanah. Yang dimaksud dengan hadhanah dan kafalah 
dalam arti sederhana adalah pemeliharaan atau 
pengasuhan dalam arti yang lengkap adalah pemeliharaan 
anak yang masih kecil setelah terjadinya 
perpisahan/putusnyan perkawinan. Hal tersebut 
dibicarakan dalam fiqh sebab secara praktis antara suami 
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dan istri telah terjadi perpisahan sedangkan anak-anak 
memerlukan bantuan dari ayah dan atau ibunya.
26
 
Pengertian hadhanah tersebut dapat diambil 
pengertian bahwa pemeliharaan anak adalah menckup 
segala macam kebutuhan anak, jasmani dan rohani. 
Sehingga termasuk pemeliharaan anak adalah 
mengembangkan jiwa intelektual anak melalui 
pendidikan. 
Ulama Fiqh mendefinisikan Hadhanah yaitu 
melakukan pemeliharaan anak-anak yang masih kecil, 
baik laki-laki maupun perempuan yang belum mumayyiz. 
Hal tersebut menjadi patokan untuk menyediakan sesuatu 
yang menjadi kebaikannya, menjaga dari sesuatu yang 
menyakiti dan merusaknya, mendidik jasmani, rohani, 
akalnya, agar mampu berdiri sendiri menghadapi hidup 
dan memikul tanggung jawab. 
Dasar hukum hadhanah dalam hal memelihara anak 
selama berada dalam ikatan perkawinan. Dasar 
hukumnya dalam surat Al-Baqarah ayat 233 yang 
berbunyi: 
                    
                        
                  
                     
                         
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                        
                          
     
“Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama 
dua tahun penuh, Yaitu bagi yang ingin 
menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah 
memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan 
cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan 
menurut kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu 
menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang 
ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban 
demikian. apabila keduanya ingin menyapih (sebelum 
dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan 
permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya. 
dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, 
Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan 
pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu 
kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat 
apa yang kamu kerjakan.”(Q.S. Al-Baqarah:233) 
 
Hak-hak Anak Dalam Hukum Islam Pemenuhan hak 
dasar anak adalah bagian menyeluruh dari implementasi 
pemenuhan hak asasi manusia. Dalam perspektif Islam 
hak asasi anak merupakan pemberian Allah SWT yang 
harus dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, 
keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara.
27
 Hal ini 
bermakna bahwa hak anak yang seharusnya dapat 
terpenuhi dengan baik bukan hanya merupakan tanggung 
jawab kedua orang tua tetapi juga menjadi tangggung 
                                                          




jawab seluruh bagian masyarakat disekitar lingkungan 
anak. Dalam Islam dikenal lima macam hak asasi yang 
dikenal dengan sebutan maqasid al-shari„ah, yakni 
pemeliharaan atas hak beragama (hifz al-din), 
pemeliharaan atas jiwa (hifz al-nafs), pemeliharaan atas 
kehormatan dan nasab/keturunan (hifz al-nasl), 
pemeliharaan atas akal (hifz al-„aql) dan pemeliharaan 
atas harta (hifz al-mal).
28
 
1) Hak Pemeliharaan Agama (hifz al-din) 
Pemeliharaan hak agama bagi seseorang dalam Islam 
disebut dengan hifz al-din. Pemeliharaan agama anak 
yang baru lahir didunia berada dibawah tanggung 
jawab kedua orang tua. Agama yang diyakini oleh 
seorang anak sudah mutlak mengikuti agama yang 
diyakini kedua orang tuanya sampai anak bisa 
menentukan sendiri untuk tetap mengikuti agama 
yang diyakini sejak lahir atau memilih agama yang 
terbaik baginya. Pemeliharaan hak agama bagi anak 
dalam Islam pertama kali harus dilakukan oleh kedua 
orang tua terutama seorang ibu yang mengandung, 
melahirkan serta membesarkan anak. Pembinaan 
keagamaan anak harus dimulai dari periode kehidupan 
anak, yakni sejak dalam kandungan. Hal ini bisa 
dilakukan dengan cara membiasakan anak mendengar 
kalimat-kalimat yang baik seperti halnya bacaan Al-
Quran, shalawat, dzikir, dan lain-lain. Pada saat anak 
lahir ke dunia orang tua juga harus memberikan 
pembinaan agama kepada anak yang baru lahir, yakni 
mulai dari menanamkan nilai-nilai ketuhanan seperti 
mengumandangkan adzan dan iqomah ditelinga anak 
yang baru lahir. 
 
 
                                                          




2) Hak Pemeliharaan Nasab/Keturunan 
Salah satu bentuk dari hak pemeliharaan nasab dalam 
Islam dapat dilihat dalam konsep pemeliharaan atas 
kehormatan. Kehormatan anak dapat diwujudkan 
dengan pengakuan atas jati dirinya sebagai anak dari 
orang tua kandungnya. Oleh sebab itu dalam Islam 
pengangkatan seorang anak tidak boleh sampai 
menjadi sebab anak tersebut menghilangkan asal-usul 
keturunannya. Allah SWT menegaskan dalam Q.S. 
Al-Ahzab ayat 5: 
                     
                
                   
               
“Panggilah mereka (anak angkat itu) dengan 
(memakai) nama bapak mereka, itulah yang lebih adil 
pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui 
bapak-bapak mereka, maka (panggilah mereka 
sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-
maulamu. Dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa 
yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) 
apa yang disengaja oleh hatimu. Dan adalah Allah 
maha pengampun lagi maha penyanyang. ” 
(Q.S. Al-Ahzab:5) 
Ayat tersebut dapat ditarik pengertian bahwa 
hak pemeliharaan nasab anak dalam pandangan Islam 
mencakup beberapa hal. Pertama, demi menjaga hak 
dan martabat anak, ayah kandung tidak boleh diganti 




menjadi anak angkat. Kedua, hak dan kehormatan 
terkait dengan kejiwaan anak, sebab jika anak dikenal 
sebagai anak yang tak berbapak atau keturunan yang 
jelas, maka ia akan mengalami masalah besar dalam 
pertumbuhan kepribadiannya suatu saat nanti. Hal 
tersebut juga berhubungan dengan masalah 
muharramat yakni aturan tentang wanita-wanita yang 
haram dinikahi.  Jika anak tidak diketahui asal 
usulnya, dikhawatirkan bisa bermasalah dengan 
muharramat. Jadi jelaslah bahwa menurut pandangan 
Islam demi kepentingan terbaik bagi anak, maka 




3) Hak Pemeliharaan Kesehatan 
Pemeliharaan kesehatan anak merupakan suatu 
kewajiban, baik pemeliharaan atas kesehatan fisik 
maupun mental agar anak dapat tumbuh secara 
normal, tidak ditimpa penyakit fisik ataupun mental. 
Upaya pelaksanaan pemeliharaan kesehatan anak 
harus dilakukan sejak dalam kandungan. Memelihara 
kesehatan anak pertama kali harus dilakukan orang 
tua, terutama ibu sebagai orang tua yang 
mengandungnya. Pemenuhan gizi dan vitamin yang 
cukup dan seimbang saat berada dalam kandungan 
adalah salah satu hak kesehatan yang diberikan untuk 
anak. Bukan hanya pemenuhan gizi, menghindari 
kekerasan terhadap anak ketika anak dalam 
kandungan juga merupakan kewajiban. Kekerasan 
yang dialami anak walaupun berada dalam kandungan 
amat berbahaya bagi tumbuh kembang anak.
30
 
Perhatian Islam terhadap kesehatan anak tidak hanya 
dilakukan ketika dalam kandungan, namun juga 
diberikan setelah anak lahir. Ketika anak telah lahir 
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didunia, pemeliharaan kesehatan anak diberikan pada 
upaya pertumbuhan sehat, pencegahan dan 
penyembuhan. Pada tahap pertumbuhan, diantara 
upaya-upaya yang bisa dilakukan oleh orang tua 
supaya anaknya tumbuh sehat antara lain melalui 
radha‟ah (penyusuan), khitan, upaya pencegahan dan 
penyembuhan.  Hal pertama yang harus dilakukan 
seorang ibu untuk menjaga pertumbuhan anak secara 
alami adalah dengan menyusui anaknya sendiri atau 
yang biasa disebut ASI (Air Susu Ibu). Pemberian air 
susu ibu secara langsung kepada anaknya menjadi hal 
yang sangat penting bagi pertumbuhan dan kesehatan 
anak sewaktu masih bayi. Allah berfirman dalam surat 
Al-Baqarah ayat 233: 
                     
                    
                 
                     
                    
                     
                   
                 
“Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya 




menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah 
memberi makan dan pakaian kepada Para ibu dengan 
cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan 
menurut kadar kesanggupannya.Janganlah seorang 
ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan 
seorang ayah karena anaknya, dan warispun 
berkewajiban demikian.Apabila keduanya ingin 
menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan 
keduanya dan permusyawaratan, Maka tidak ada 
dosa atas keduanya.dan jika kamu ingin anakmu 
disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa 
bagimu apabila kamu memberikan pembayaran 
menurut yang patut.Bertakwalah kamu kepada Allah 
dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang 
kamu kerjakan.”(Q.S. Al-Baqarah:233) 
 
Berdasarkan ayat tersebut dapat diketahui dengan 
jelas bahwa Islam sangat memperdulikan serta 
melindungi kesehatan anak dengan mengajarkan para 
ibu untuk memberikan ASI kepada anaknya yang 
dianjurkan menyempurnakan selama dua tahun. 
Bahkan begitu pentingnya ASI bagi kesehatan seorang 
bayi, Islam memperbolehkan bagi seorang yang tidak 
mampu memberikan ASI kepada anaknya untuk 
menyusukan anaknya kepada wanita lain yang 
mampu. Dalam Islam praktek ini telah banyak terjadi 
di masyarakat dimana seoang ibu menyusukan 
anaknya kepada wanita lain yang rela dan mampu 
memberikan ASI bagi anaknya. Bahkan Nabi 
Muhammad saw disusui oleh seorang wanita bernama 
Halimah Al Sa‟diyyah ketika beliau masih bayi. 
Selain penyusuan, upaya pemeliharaan 
kesehatan bagi anak dalam Islam yang lain ialah 
khitan yang berarti memotong kulit yang menutupi 




kesehatan. Hikmah religius seperti halnya 
diungkapkan oleh para ulama adalah sebagai alat 
penyempurna agama pembeda kaum muslimin dengan 
pengikut agama lainnya, keindahan dan menstabilkan 
syahwat. Hikmah kesehatan menurut Dr. Shabri Al-
Qabani dalam bukunya Hayatuna Al-Jinsiyyah bahwa 
khitan mempunyai beberapa pengaruh higinis, yakni 
seorang akan terhindar dari keringat berminyak dan 
sisa kencing yang mengandung lemak dan kotor, yang 
biasa mengakibatkan gangguan kencing dan 




Pemenuhan hak dasar kesehatan dalam Islam 
bukan hanya dalam bentuk radhaah dan khitan, 
namun juga melalui pendekatan-pendekatan yang 
berkelanjutan, yakni berupa bentuk pencegahan dan 
pengobatan dari penyakit. Dalam Islam melindungi 
anak dari penyakit menjadi hal yang wajib. Diantara 
cara untuk mencegah dari penyakit ialah makan dan 
minum dengan baik serta tidak berlebihan. Orang tua 
hendaknya mengajarkan pada anak untuk 
membiasakan makan, minum, dan tidur berdasarkan 
aturan-aturan yang sehat. Hal lain yang juga tak kalah 
penting harus diperhatikan bahwa asupan gizi baik 
melalui vitamin ataupun makanan kepada anak harus 
diberikan dari hasil yang halal demi menjaga 
kesehatan rohani anak. 
Seperti itulah Islam menghormati dan 
menyelenggarakan hak kesehatan anak, baik fisik 
maupun mental. Apabila orang tua sudah memberikan 
perhatian serta tanggung jawab dalam hal kesehatan 
anak, maka generasi yang terbina akan memiliki 
kekuatan fisik dan mental, bergairah dan bersemangat, 
sehingga ia menjadi generasi muda yang siap 
                                                          




mengemban amanat manusia sebagai khalifah fil 
ardhi. 
4) Hak Pemeliharaan Akal 
Penyelenggaraan hak pendidikan anak menjadi 
dasar yang penting bagi upaya peningkatan derajat 
kemanusiaan serta pemajuan peradaban manusia yang 
dalam Islam dikenal dengan istilah hifzal-„aql 
(pemeliharaan atas akal). Islam mengajarkan bahwa 
pendidikan bagi setiap manusia merupakan hal yang 
sangat penting. Setiap orang diwajibkan untuk 
menuntut ilmu hingga akhir hayatnya. Allah 
berfirman dalam surat Al-Mujadalah ayat 11: 
                  
                    
                       
                 
“Hai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan 
kepadamu: berlapang-lapanglah dalam majelis, maka 
lapangkanlah niscaya akan memberi kelapangan 
untukmu. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, 
maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan 
orang-orang yang beriman di antaramu dan 
orangorang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa 
derajat. Dan Allah maha mengetahui apa yang kamu 
kerjakan.”(Q.S. Al-Mujadalah: 11) 
Berdasarkan pemaparan ayat diatas terlihatlah 
betapa Al-Quran mengingatkan setiap muslim dalam 








Nash yang disebutkan diatas memberikan 
pelajaran bahwa pada dasarnya pendidikan adalah hak 
anak yang harus diberikan sejak dalam kandungan 
sebagai bagian lengkap serta upaya orang tua menjaga 
anaknya dari api neraka. Orang tua merupakan 
pemangku kewajiban yang paling utama. Jika orang 
tua dan keluarga tidak mampu melaksanakan 
kewajibannya, maka masyarakat dan pemerintahlah 
yang mengambil tanggung jawab dan kewajiban 
tersebut. Dalam pengertian bahwa pemerintah sebagai 
pemangku tanggung jawab wajib mendorong dan 
memfasilitasi terselenggaranya pendidikan anak, 
sebab dengan pendidikanlah derajat manusia akan 
ditinggikan oleh Allah didunia dan diakhirat. 
Peningkatkan derajat manusia melalui 
pendidikan dapat terwujud apabila rancangan 
pendidikan anak bukan hanya terarah pada 
kemampuan intelektual saja, namun juga harus 
mengembangkan kemampuan mental dan spiritual 
anak. Dengan ini Islam mengajurkan setiap anak 
untuk berakhlak mulia dengan cara mengajarkan 
amalan spiritual yaitu untuk senantiasa memuji Allah 
setiap saat yang tercancum dalam Surat Al-Rum ayat 
17-18: 
             
                     
    
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“Maka bertasbihlah kepada Allah di waktu kamu 
berada di petang hari dan waktu kamu berada di 
waktu subuh, dan bagi-Nyalah segala puji di langit 
dan di bumi dan di waktu kamu berada pada petang 
hari dan di waktu kamu berada di waktu Zuhur”. 
(Q.S. Ar Rum: 17-18) 
 
Pendidikan sejak dini bagi seorang anak 
menjadi suatu kewajiban yang harus dilakukan oleh 
orang tua sebagai yang diberi amanah oleh Allah. 
Oleh sebab itu wajib bagi orang tua untuk 
mengupayakan kemajuan pendidikan bagi anaknya 
sesuai dengan kemampuan yang diberikan oleh Allah. 
Apabila orang tua tidak mampu melakukan 
kewajibannya, maka masyarakat dan pemerintahlah 
yang harus memenuhi kewajiban tersebut. 
5) Hak Sosial Ekonomi 
Islam memberikan perhatian yang sangat besar 
terhadap hak sosial setiap orang khususnya bagi 
kelompok rentan, yakni orang miskin, perempuan 
serta anak dengan cara memberlakukan dasar-dasar 
jaminan sosial. Seperti bisa kita lihat menurut ajaran 
Islam bahwa Islam telah menginspirasi dunia dalam 
penanggulangan masalah kemiskinan di dalam 
masyarakat dengan cara menyediakan baitul mal dan 
zakat. Dalam hal sosial Islam memberikan jaminan 
untuk setiap anak yang lahir dari seorang muslim baik 
itu anak seorang pejabat pemerintah, pegawai, pekerja 
maupun rakyat biasa. Jaminan keluarga baik sandang 
maupun pangan bagi setiap anak ada dipundak 
seorang ayah sebagaimana firman Allah dalam surat 




                     
                    
                 
                     
                    
                     
                   
                 
“Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian 
kepada Para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak 
dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. 
Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan 
karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, 
dan warispun berkewajiban demikian.Apabila 
keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) 
dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, 
Maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu 
ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak 
ada dosa bagimu apabila kamu memberikan 
pembayaran menurut yang patut.Bertakwalah kamu 
kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha 
melihat apa yang kamu kerjakan.” 





Begitu pentingnya orang tua dalam hal 
menanggung beban sosial ekonomi anak, maka Allah 
memberikan pahala yang sangat besar bagi seorang 
ayah yang memberikan nafkah bagi keluarganya. 
Sebaliknya apabila ia tidak mau menafkahi anak-anak 
dan keluarganya padahal ia mampu maka ia akan 
memperoleh dosa yang sangat besar. 
b. Perlindungan Anak Dalam Hukum Positif 
Negara Kesatuan Republik Indonesia menjamin 
kesejahteraan tiap warga negaranya, termasuk 
perlindungan terhadap hak anak yang merupakan hak 
asasi manusia. Bahwa setiap anak berhak atas 
kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta 
berhak atas perlindungan dari kekerasan dan deskriminasi 
sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Dasar 
Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 
2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 
Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dalam Pasal 1 
Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 menjelaskan 
bahwa: 
1. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 
(delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih 
dalam kandungan. 
2. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk 
menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya 
agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan 
berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat 
dan martabat kemanusiaan, serta mendapat 
perlindungan dari kekerasan dan deskriminasi. 
Hak-hak anak juga sudah diatur dalam Undang-
undang Nomor 35 tahun 2014 bahwa hak anak adalah 




dilindungi, dan dipenuhi orang tua, keluarga, masyarakat, 
negara, pemerintah, dan pemerintah daerah. 
Hak anak adalah bagan dari hak asasi manusia 
yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang 
tua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan 
pemerintah daerah. 
Adapun hak-hak anak menurut Undang-undang 
Nomor 35 Tahun 2014 yakni sebagai berikut:
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1. Setiap anak berhak untuk beribadah menurut 
agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan 
tingkat kecerdasan dan usianya dalam bimbingan 
orang tua atau wali. 
2. Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan 
pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya 
dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan 
bakat. 
3. Setiap anak berhak mendapatkan perlindungan di 
satuan pendidikan dari tindak kekerasan fisik, psikis, 
kejahatan seksual dan kekerasan yang dilakukan 
oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta 
didik, dan atau pihak lain.  
4. Anak penyandang disabilitas berhak memperoleh 
pendidikan luar biasa dan anak yang memiliki 
keunggulan berhak mendapatkan pendidikan khusus. 
5. Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya 
sendiri, kecuali jika ada alasan dan atau aturan 
hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu 
adalah kepentingan terbaik bagi anak dan 
merupakan pertimbangan terahir. 
6. Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan 
dari penyalahgunaan dalam kegiatan politik, 
pelibatan dalam sengketa bersenjata, pelibatan 
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dalam kerusuhan sosial, pelibatan dalam peristiwa 
yang mengandung unsur kekerasan, pelibatan dalam 
peperangan, kejahatan seksual. 
Negara, pemerintah, dan pemerintah daerah 
berkewajiban dan bertanggung jawab menghormati 
pemenuhan hak anak tanpa membedakan suku, agama, 
ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya, dan bahasa, 
status hukum, urutan kelahiran, dan kondisi fisik dan atau 
mental. Negara, pemerintah, dan pemerintah daerah 
menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteran 
anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang 
tua, wali, atau orang lain secara hukum bertanggung 
jawab terhadap anak. Negara, pemerintah, dan 
pemerintah daerah menjamin anak untuk 
mempergunakan haknya dalam menyampaikan pendapat 
sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasan anak.
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c. Dasar Hukum Pasal 6 Peraturan Daerah Kabupaten 
Lampung Barat Nomor 3 Tahun 2018 Tentang 
Kabupaten Layak Anak 
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 
Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang 
Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. 
Bahwa pemerintah Daerah, dan lembaga negara lainnya 
berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan 
perlindungan khusus kepada anak.  
Pasal 69 Undang-undang Republik Indonesia 
Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak  
menjelaskan bahwa perlindungan khusus bagi anak 
korban kekerasan fisik atau psikis dilakukan melalui 
upaya penyebarluasan dan sosialisasi ketentuan peraturan 
perUndang-undangan yang melindungi anak korban 
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tindak kekerasan dan pemantauan, pelaporan, pemberian 
sanksi.  
Pasal 69A Undang-undang Republik Indonesia 
Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak 
Perlindungan khusus bagi anak korban kejahatan seksual 
dilakukan melalui upaya edukasi tentang kesehatan 
reproduksi, nilai agama, dan nilai kesusilaan, rehabilitasi 
sosial, pendampingan psikososial pada saat pengobatan 
sampai pemulihan dan pemberian perlindungan dan 
pendampingan pada setiap tingkat pemeriksaan mulai 
dari penyidikan, penuntutan, sampai dengan pemeriksaan 
di sidang pengadilan. 
Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang 
Perlindungan anak (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana 
telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 tahun 
2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5606). 
Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Rebublik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana 
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) 
Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan 
Perempuan dan Anak Nomor 11 Tahun 2011 tentang 
Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 
168). 
Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan 




Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2012 Nomor 169). 
Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan 
Perempuan Nomor 13 tahun 2011 tentang paduan 
pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170).
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3. Standar Kabupaten Layak Anak 
Bupati Lampung Barat memutuskan dan menetapkan 
Peraturan Daerah Kabupaten Layak Anak: 
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 
1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Barat 
2. Pemerintah Daerah adalah pemerintah Kabupaten 
Lampung Barat 
3. Bupati adalah Bupati Lampung Barat 
4. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan 
belas) tahun, termasuk anak yang masihy dalam 
kandungan. 
5. Layak anak adalah kondisi fisik dan non fisik suatu 
wilayah dimana aspek-aspek kehidupannya memenuhi 
unsur-unsur yang diatur dalam konvensi hak anak atau 
Undang-Undang Perlindungan Anak 
6. Hak adalah hak asasi anak sebagaimanatercantum dalam 
konvensi anak yang wajib dijamin, dilindungi, dan 
dipenuhi oleh manusia yang wajib dijamin, dilindungi, 
dan dipenuhi oleh pemerintah Kabupaten dengan 
dukungan dari orang tua, keluarga, swasta dan 
masyarakat. 
7. Kabupaten layak anak yang selanjutnya disingkat KLA 
adalah kabupaten yang memiliki sistem pembangunan dan 
pelayanan publik dari pemerintah kabupaten dengan 
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dukungan orang tua, keluarga, masyarakat, swasta dan 
forum anak guna pemenuhan hak anak melalui 
pengintegrasian berkelanjutan melalui kebijakan, 
program, kegiatan dan penganggaran untuk kesejahteraan 
anak. 
8. Indikator KLA adalah variabel sebagai ukuran dan nilai 
dari kinerja tahunan didalam pemenuhan hak anak yang 
wajib dicapai oleh pemerintah kabupaten melalui 
kebijakan, program, kegiatan, dan penganggaran untuk 
mewujudkan Kabupaten Layak Anak. 
9. Rencana Aksi Daerah yang selanjutnya disingkat RDA 
adalah dokumen rencana yang memuat program/kegiatan 
secara terintegrasi dan terukuryang dilakukan oleh 
perangkat daerah dalam jangka waktu tertentu, sebagai 
instrumen dalam mewujudkan kabupaten, kecamatan, 
Desa Layak Anak. 
10. Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak adalah tim atau 
lembaga koordnatif pemerintah Kabupaten di tingkat 
Kabupaten yang mengkoordinasikan kebijakan, program, 
dan kegiatan untuk penyelenggaraan Kabupaten Layak 
Anak. 
11. Sekretariat Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak adalah 
tempat sekretariat satuan kerja untuk memberikan 
dukungan administrasi kepada OPD yang membidangi 
penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak dimana 
sekretariat dan personilnya ditetapkan melalui Peraturan 
Bupati. 
12. Hak adalah kewenangan yang benar atas sesuatu atau 
untuk menentukan sesuatu menurut hukum. 
13. Rumah Aman Anak adalah lembaga yang bertugas 
memberikan perlindungan didalam rumah aman bagi anak 
terutama bagi anak yang mengalami eksploitasi, anak 
yang mengalami penanganan salah, anak yang mengalami 




14. Swasta adalah orang atau badan yang bergerak dalam 
bidang usaha bisnis maupun sosial. 
15. Forum anak adalah organisasi sosial yang mewakili suara 
dan partisipasi anak yang berafiliasi kepada organisasi 
politik dimana pembentukan dan penyusunan kegiatannya 
ditentukan oleh Peraturan Bupati. 
16. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang 
terdiri dari suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau 
ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga 
sedarah dalam garis lurus keatas atau kebawah sampai 
drajat ketiga. 
17. Masyarakat adalah sekelompok warga yang mendiami 
suatu wilayah administrasi pemerintah tingkat RT,RW, 
Desa dan Kecamatan yang resmi dan bekerjasama dalam 
kehidupan dalam waktu yang cukup lama dan menaati 
peraturan yang ada. 
18. Pusat data dan informasi anak adalah pengumpulan, 
pengelolaan dan pemanfaatan data anak yang diperlukan 
dalam penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak. 
19. Perlindungan anak adalah suatu kegiatan untuk menjamin 
dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, 
sehat, cerdas, tumbuh dan berkembang, serta 
berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan 
martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari 
keterlantaran, kekerasan dan deskriminasi. 
20. Puskesmas Ramah Anak adalah puskesmas yang 
memberikan pelayanan kepada anak secara lengkap dan 
terpadu dengan tetap memperhatikan kebutuhan anak. 
 
Standar Pelaksanaan Kabupaten Layak Anak di Lampung 
Barat dijelaskan dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 dalam 






Pelaksanaan KLA dilakukan dengan pemenuhan hak anak 
yang terdiri dari 5 (lima) klaster sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 14 ayat (3) meliputi: 
a. hak sipil dan kebebasan; 
b. lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif; 
c. kesehatan dasar dan kesejahteraan; 
d. pendidikan, waktu luang, dan kegiatan budaya; dan 
e. perlindungan khusus. 
Pasal 16 
(1) Hak sipil dan kebebasan sebagaimana dimaksud 
dalam pasal 15 huruf a, meliputi: 
a. hak anak untuk mendapatkan akta kelahiran yang 
terintegrasi; 
b. tersedianya fasilitas informasi layak anak; dan 
c. tersedianya kelompok anak, forum anak, yang 
ada di 
kabupaten, kecamatan dan kelurahan/pekon. 
(2) Tersedianya fasilitas informasi layak anak 
dilaksanakan melalui penyediaan informasi yang 
memenuhi ketentuan kelayakan informasi bagi anak. 
(3) Kelayakan informasi bagi anak sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui 
ketersediaan lembaga perijinan dan pengawasan. 
Pasal 17 
(1) Lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif 
sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 huruf b 




a. Tersedianya lembaga konsultasi bagi orang 
tua/keluarga tentang pengasuhan dan perawatan 
anak; dan 
b. Tersedianya lembaga kesejahteraan sosial anak. 
(2) Lembaga konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) huruf a melaksanakan penguatan kapasitas orang 
tua dalam pengasuhan dan tumbuh kembang anak. 
(3) Penguatan kapasitas orang tua sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) dilaksanakan melalui penyediaan 
fasilitas, informasi dan pelatihan berupa bimbingan 
dan konsultasi dalam pemenuhan hak anak. 
Pasal 18 
(1) Kesehatan dasar dan kesejahteraan anak sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 15 huruf c dilaksanakan 
melalui: 
a. Tidak untuk digugurkan kecuali membahayakan 
keselamatan ibu; 
b. Gizi yang baik sejak dalam kandungan; 
c. Air susu ibu sampai usia dua tahun; 
d. Imunisasi dasar lengkap; 
e. Pemeriksaan kesehatan balita secara berkala; 
f. Lingkungan bebas asap rokok; 
g. Kesediaan air bersih; 
h. Akses jaminan sosial; dan 
i. Perlindungan dan rehabilitasi dari NAPZA, HIV 
dan AIDS. 
(2) Keluarga berkewajiban untuk  memenuhi hak 
kesehatan dasar dan kesejahteraan anak sebagimana 




(3) Pemerintah Daerah berkewajiban menyediakan 
fasilitas untuk memenuhi hak kesehatan dasar dan 
kesejahteraan, antara lain: 
a. Penyediaan puskesmas ramah anak di setiap 
kecamatan; 
b. Penyediaan ruang menyusui di kantor 
Pemerintahan dan Pemerintahan Kabupaten atau 
di tempat-tempat pelayanan publik; 
c. Penyelanggaraan fasilitas sarana dan prasarana 
Posyandu di setiap RW; 
d. Penyediaan air bersih; 
e. Penataan ruang terbuka hijau serta lingkungan 
yang bersih, sehat dan nyaman; dan 
f. Fasilitas yang bertujuan menurunkan angka 
kematian ibu melahirkan dan angka kematian 
anak serta  meningkatkan  usia  harapan  hidup,  
standar gizi dan standar kesehatan. 
Pasal 19 
(1) Pemerintah Daerah didukung keluarga, masyarakat 
dan dunia usaha berkewajiban menyediakan sarana 
bermain berupa lapangan olah raga yang ramah anak 
disetiap kecamatan. 
(2) Pemerintah Daerah bersama masyarakat menyediakan 
sarana Pemenuhan hak-hak anak untuk pemanfaatan 
waktu luang dan aktifitas sosial budaya berupa 
wahana kreatifitas, kelompok seni, kelompok aksi 
sosial, kelompok terampil. 
Pasal 20 
(1) Pemenuhan hak pendidikan sebagaimana dimaksud 





a. Setiap anak mendapatkan akses pendidikan dan 
pelatihan yang berkualitas tanpa diskriminasi; dan 
b. Memastikan lembaga pendidikan dapat 
menumbuh kembangkan minat, bakat, 
kemampuan anak serta mempersiapkan anak 
untuk bertanggung jawab. 
(2) Kegiatan pemanfaatan waktu luang dan kegiatan 
budaya sebagaimana diatur dalam Pasal 15 huruf d, 
dilakukan dengan memastikan anak memiliki waktu 
beristirahat dan senggang untuk melakukan kegiatan 
seni, budaya, olah raga dan aktivitas lainnya. 
Pasal 21 
(1) Perlindungan khusus anak sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 15 huruf e, meliputi: 
a. Perlindungan terhadap anak dalam situasi darurat; 
b. Anak yang berhadapan dengan hukum; 
c. Anak dalam situasi eksploitasi; dan 
d. Anak yang masuk dalam kelompok minoritas dan 
adat. 
(2) Bupati dalam rangka memberikan perlindungan 
khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
membentuk Rumah Perlindungan Sosial Anak 
(RPSA) dan Rumah Aman Anak.
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4. Pengertian kekerasan terhadap anak 
a. Pengertian kekerasan terhadap anak 
Berasaskan Undang-undang Republik Indonesia 
Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak 
menjelaskan bahwa yang dimaksud anak ialah seseorang 
yang belum genap berusia 18 (delapan belas) tahun, 
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termasuk anak yang masih dalam kandungan. Dalam 
Islam, batas usia seorang anak adalah ketika setelah dia 
mendapat tanda-tanda baligh (mumayyiz). Apabila tanda-
tanda ini mendatangi seorang anak, maka dia sudah 
berganti ke masa dewasa, yang kepadanya sudah 
dibebankan tanggungjawab (dunia dan akhirat). 
Pengertian kekerasan terhadap anak sebagaimana yang 
tertulis dalam UU Perlindungan Anak Pasal 13 adalah 
“diskriminasi, eksploitasi baik fisik maupun seksual, 
penelantaran, kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan, 
ketidakadilan, dan perlakuan salah lainnya. 
Kekerasan dalam hal ini adalah yang umum 
diterjemahkan dari violence. Violence berkaitan erat 
dengan perpaduan kata Latin “vis” (daya, kekuatan) dan 
“latus” (yang berasal dari ferre, membawa) yang 
kemudian memiliki arti membawa kekuatan. Dalam 
Kamus Umum Bahasa Indonesia, karangan 
Poerwadarminta, kekerasan diartikan sebagai “sifat atau 
hal yang keras; kekuatan; paksaan”. Sedangkan 
“paksaan” berarti tekanan, desakan yang keras. Kata-kata 
ini memiliki persamaan dengan kata “memperkosa” yang 
berarti menundukan dengan kekerasan; menekan; 
memaksa dengan kekerasan serta melanggar dengan 
bentuk kekerasan. Jadi, kekerasan berarti membawa 
kekuatan, paksaan dan tekanan. Kekerasan adalah 
tindakan yang disengaja yang mengakibatkan luka fisik 
atau tekanan mental.  Kekerasan dalam berbagai bentuk 
menjadi motif sebagian perilaku budaya masyarakat 
Indonesia yang hingga saat ini merupakan tendensi yang 
mengurangi tata nilai kepribadian bangsa dan 
memberikan jejak betapa kondisi kebersamaan manusia 
belum sepenuhnya mampu memiliki kepribadian mawas 
diri secara politis, ekonomis dan sosial. 
Menurut Zakiah Drajat mengatakan bahwa 




berdasarkan pada usia remaja adalah bahwa masa usia 9 
(Sembilan) tahun, antara 13 (tiga belas) tahun sampai 21 
(dua puluh satu) tahun sebagai masa remaja merupakan 
masa pergantian antara masa anak-anak dan masa 
dewasa, di mana anak-anak mengalami pertumbuhan 
yang cepat di segala bidang dan mereka bukan lagi anak 
anak baik bentuk badan, sikap, maupun cara berperilaku 
dan bertindak tetapi bukan pula orang dewasa
37
. 
b. Definisi kekerasan seksual pada anak 
Kekerasan seksual adalah perilaku yang bersifat 
seksual yang tidak dinginkan dan tidak di kehendaki oleh 
penerima atau korbannya dan berakibat mengganggu diri 
penerima pelecehan, perilakunya yang dapat digolongkan 
sebagai tindakan kekerasan seksual seperti pemaksaan 
melakukan kegiatan seksual, pernyataan merendahkan 
yang berorientasi seksual atau seksualitas, lelucon yang 
berorientasi sosial, permintaan melakukan tindakan 
seksual yang disukai pelaku dan juga ucapan atau 
perilaku yang berkonotasi seksual, tindakan-tindakan 




Kekerasan seksual pada anak diartikan sebagai suatu 
tindakan perbuatan pemaksaan untung melakukan suatu 
hubungan seksual ataupun kegiatan seksual lainnya, yang 
dilakukan oleh orang dewasa kepada anak-anak, dengan 
kekerasan ataupun tidak, yang bisa terjadi di berbagai 
tempat. 
Pelaku kekerasan seksual terhadap anak sebenarnya 
tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa namun juga 
dilakukan oleh anak-anak kepada anak-anak, karena 
bersamaan dengan kemajuan teknologi informasi dan 
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telekomunikasi banyak sekali konten-konten berbau 
seksual yang tersebar melalui media elektronik. Sehingga 
sering terjadi perlakuan anak-anak yang mencontoh 
perlakuan yang telah mereka lihat ataupun mereka 
dengar. Seiring kehidupan yang semakin modern, Banyak 
anak-anak yang sudah difasilitasi smartphone oleh orang 
tuanya hingga semakin mudah bagi anak-anak tersebut 
untuk mengakses informasi yang kadang para orang tua 
lalai untuk memberikan batasan dan pengawasan pada 
anak dari teknologi informasi. 
Kekerasan seksual pada anak yang dimaksud adalah 
setiap perkataan ataupun pemaksaan tindakan, perilaku, 
gerak-gerik seksual kepada anak yang menjadikan anak 
sebagai korban kekerasan seksual tersebut yang merasa 
tidak nyaman, merasa ketakutan, depresi, trauma, 
ataupun mengalami luka secara fisik. 
c. Bentuk bentuk kekerasan terhadap anak 
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), 
kekerasan didefinisikan sebagai perbuatan seseorang atau 
kelompok yang menyebabkan cedera atau menyebabkan 
kerusakan fisik atau barang orang lain.
39
  
Beberapa orang mungkin mengira kerasan pada anak 
hanya berbentuk kekerasan fisik saja.  
Secara ringkasnya kekerasan pada anak dibagi 
menjadi 3 (tiga) jenis, yaitu:
40
 
1. Kekerasan fisik 
Kekerasan fisik yaitu jenis kekerasan yang 
kasat mata. Artinya, siapapun bisa melihatnya 
karena terjadi sentuhan fisik antara pelaku dengan 
korbannya. Contohnya adalah: menampar, 
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menimpuk, menginjak kaki, menjegal, meludahi, 
memalak, melempar dengan barang. Korban 
kekerasan jenis ini biasanya tampak secara langsung 
pada fisik korban seperti luka memar, berdarah, 
patah tulang, pingsan dan bentuk lain yang 
kondisinya lebih berat. Kekerasan nyata yang dapat 
dilihat, Kekerasan fisik ialah kekerasan yang 
terjadi ketika seseorang menyakiti tubuh anak 
atau membuat fisiknya dalam keadaan yang 
berbahaya. Anak yang mendapat kekerasan fisik 
dapat mengalami luka yang ringan, berat, hingga 
meninggal. 
2. Kekerasan Emosional 
Bukan hanya fisik yang dapat tersakiti, 
mental anak juga dapat terganggu ketika 
mendapat kekerasan emosional. Kekerasan 
emosional adalah kekerasan yang terjadi ketika 
seseorang menyakiti mental anak sampai 
membahayakan perkembangan emosinya. 
Contoh bentuk kekerasan emosional, yakni 
membentak, meremehkan, menggertak, 
mempermalukan, mengancam, dan juga tidak 
menunjukkan kasih sayang. 
3. Kekerasan Seksual 
Kekerasan seksual adalah  segala jenis 
kegiatan seksual terhadap anak. Tidak hanya 
kontak fisik, kekerasan seksual juga dapat 
melalui verbal maupun materi lain yang dapat 
melecehkan anak. Contoh bentuk kekerasan 
seksual, yakni melakukan kontak seksual 
dengan anak (mulai dari berciuman ataupun 
melakukan hubungan seks), memaksa anak 
mengambil foto atau video porno, 
melakukan call sex, menunjukkan alat vital pada 




Kekerasan yang berupa perlakuan tidak senonoh dari 
orang lain, kegiatan yang mengarah pada pornografi, 
perkataan-perkataan porno, dan melibatkan anak 
dalam proses prostitusi dan lain sebagainya. 
Termasuk dalam kategori ini adalah segala tindakan 
yang muncul dalam bentuk paksaan atau 
mengancam untuk melakukan hubungan seksual, 
melakukan penyiksaan atau bertindak sadis serta 
meninggalkan termasuk mereka yang tergolong 
masih berusia anak-anak.Setelah melakukan 
hubungan seksualitas segala perilaku yang mengarah 
pada tindakan pelecehan seksual terhadap anak-anak 
baik di sekolah, di dalam keluarga, maupun 
lingkungan sekitar tempat tinggal anak termasuk 
dalam kategori kekerasan ini.
41
  




1) Pelecehan seksual Verbal 
 Wujud pelecehan seksual secara verbal lebih 
dilakukan dengan wujud ucapan/perkataan yang 
ditunjukan pada orang lain namun mengarah 
pada sesuatu yang berkaitan dengan seksual, 
pelecehan ini dapat berupa seperti: 
a) Bercandaan, menggoda lawan jenis atau 
sejenis, ataupun mengajukan pertanyaan 
seputar seksual didalam diskusi atau obrolan 
yang tidak dikhususkan membahas seputar 
seksual. 
b) Bersiul-siul yang berorientasi seksual. 
c) Menanyakan atau menyampaikan kepada 
orang lain tentang keinginan secara seksual 
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ataupun kegiatan seksual yang pernah 
dilakukan oleh orang tersebut, yang 
membuat orang tersebut tidak nyaman. 
d) Mengkritik atau bahkan mengomentari 
bentuk fisik yang mengarah pada bagian-
bagian seksualitas, misalnya bentuk pantat 
atau ukuran kelamin seseorang. 
2)  Pelecehan seksual non verbal 
 Pelecehan seksual non verbal adalah 
kebalikan dari verbal apabila dalam pelecehan 
verbal adalah menggunakan kata-kata ataupun 
ajakan berbentuk tulisan dalam kategori non 
verbal ini lebih menggunakan tindakan namun 
tidak bersentuhan secara langsung dengan 
korbannya, misalnya: 
a) Memperlihatkan alat kelamin sendiri 
dihadapan orang lain baik personal ataupun 
dihadapan umum. 
b) Menatap bagian seksual orang lain dengan 
pandangan yang menggoda. 
c) Menggesek-gesekan alat kelamin ke orang 
lain. 
3)  Pelecehan seksual secara fisik 
 Kategori ini kekerasan seksual antara pelaku 
dan korban sudah terjadi kontak secara fisik, 
dapat digolongkan perbuatan yang ringan dan 
berat misalnya: 
a) Meraba tubuh seseorang dengan muatan 
seksual dan tidak diinginkan oleh korban. 





c) Memeluk, mencium atau menepuk 
seseorang yang berorientasi seksual.
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d. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan 
Faktor penyebab terjadinya kekerasan terhadap anak 
dapat dipengaruhi oleh beberapa hal yakni: 
a. Faktor Internal 
1) Orang tua/keluarga 
Keluarga merupakan faktor yang paling penting 
yang begitu berperan dalam pola dasar 
pendidikan anak. Kelalaian orang tua terhadap 
anak menyebabkan anak merasa ditelantarkan.
44
 
Beberapa contoh orang tua yang memiliki pola 
asuh memebesarkan anaknya dengan kekerasan 
atau penganiayaan, keluarga yang sering 
bertengkar memiliki tingkat tindakan kekerasan 
yang lebih tinggi dibandingkan memungkinkan 
melakukan tindakan kekerasan terhadap anak 
sebab faktor stres yang dialami oleh orang tua 
tersebut. 
2) Berasal dari dalam diri anak 
Terjadinya kekerasan terhadap anak bisa 
disebabkan oleh keadaan dan tingkah laku anak. 
Kondisi anak tersebut misalnya: anak menderita 
gangguan perkembangan, anak mengalami 
cacat tubuh, ketergantungan anak pada 
lingkungan, retardasi mental, gangguan tingkah 
laku, anak yang mempunyai perilaku 
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3) Kelahiran di luar nikah 
Seorang anak yang kelahirannya tidak 
dikehendaki menjadi penyebab orang tua tidak 
mau bertanggung jawab. Sehingga untuk 
menutupi aibnya, mereka lebih suka 




b. Faktor Eksternal  
1) Lingkungan luar 
Kondisi lingkungan yang menjadi penyebab 
terjadinya kekerasan terhadap anak, diantaranya 
seperti kondisi lingkungan yang buruk, terdapat 
sejarah penelantaran anak, dan tingkat 
kriminalitas yang tinggi dalam lingkungannya. 
2) Media masa 
Media masa merupakan alat informasi. Media 
masa yang menjadi bagian dari kehidupan 
manusia sehari hari dan media ini tentu 
mempengaruhi penerimaan konsep, sikap, nilai, 
dan pokok moral. Seperti halnya dalam media 
cetak menyediakan berita berita tentang 
kejahatan, kekerasan, pembunuhan. Kemudian 
media elektronik seperti radio, televisi, video, 
kaset, dan film sangat mempengaruhi 
perkembangan kejahatan yang menampilkan 
adegan kekerasan bahkan pembunuhan dalam 
lingkungan keluarga. Pada dasarnya media 
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masa memiliki dampak yang positif, namun 
kadang juga bisa menjadi negatif. 
3) Budaya  
Budaya yang masih menganut praktik praktik 
dengan pemikiran bahwa status anak yang 
dipandang rendah sehingga ketika anak tidak 
dapat memenuhi harapan orang tua maka harus 
dihukum. Bagi anak laki laki, adanya nilai 
dalam masyarakat bahwa anak laki laki tidak 
boleh cengeng atau anak laki laki harus tahan 
uji. Pemahaman tersebut mempengaruhi dan 
membuat orang tua ketika memukul, 
menendang, atau menindas anak adalah suatu 
hal yang wajar untuk menjadi anak sebagai 
pribadi yang kuat serta tidak boleh lemah. 
4) Faktor Pendidikan 
Akibat krisis kepercayaan pada arti pentingnya 
sekolah di lingkungan komunitas masyarakat 
miskin sering terjadi kelangsungan pendidikan 
anak cenderung ditelantarkan baik pendidikan 
baik pendidikan formal maupun informal.
47
 
e. Dampak Kekerasan Seksual Pada Anak 
Kekerasan seksual pada anak akan memberi 
dampak traumatic yang dialami oleh sang anak sebagai 
korban kekerasan seksual begitu mendalam dan sulit 
untuk disembuhkan. Trauma psikologi yang dialami oleh 
anak yang mejadi korban kekerasan seksual akan susah 
untuk disembuhkan dari ingatan anak tersebut, terutama 
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Anak yang mengalami kekerasan akan berdampak 
pada fisik maupun psikis anak tersebut. Adapun dampak 
jangka panjang kekerasan seksual pada anak ialah 
kekerasan seksual pada anak akan mengakibatkan depresi 
yang tinggi, rasa bersalah, menyalahkan diri sendiri, 
malu, gangguan makan, kecemasan, penolakan, 
penindasan, masalah seksual, masalah pergaulan dengan 
lingkungan sekitarnya. 
Depresi yang merupakan gejala jangka panjang 
yang paling umum dialami oleh korban kekerasan 
seksual. Setelah bertahun-tahun berpikiran negatif 
tentang diri sendiri memiliki perasaan tidak berharga dan 
lebih sering menghindari orang lain. Gambaran gejala 
depresi yang dialami oleh korban kekerasan seksual pada 
anak ialah, sang korban sering mengalami rasa bersalah, 
malu, dan menyalahkan diri sendiri. Korban sering kali 
mengambil tanggung jawab pribadi atas kekerasan 
seksual tersebut. 
Masalah fisik dan gangguan makan juga 
merupakan efek jangka panjang kekerasan sesual masa 
kecil. Dampak kekerasan seksual pada anak beberapa 
diantara gejalanya ialah sang anak merasa citra tubuhnya 
merasa kotor atau jelek, tidak puas dengan tubuh atau 
penampilan, gangguan pola makan dan obesitas.
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Gejala berupa penyakit mental yang kerap kali 
dialami oleh korban kekerasan seksual ialah berupa 
keluhan nyeri panggul, masalah pencernaan, sakit kepala 
dan kesulitan untu menelan. Stres dan kecemasan 
seringkali menjadi efek panjang dari kekerasan seksual 
pada anak-anak. Lebih seringnya korban yang selamat 
mengalami kecemasan kronis, ketegangan, serangan 
kecemasan, dan fobia.   
                                                          




Korban kekerasan seksual pada anak dapat 
mengalami kesulitan dengan kepercayaan, takut menjadi 
berbeda atau aneh, takut keintiman, kesulitan 
membangun batasan impersonal, prilaku pasif,  dan 
terlibat dalam hubungan kasar. Dampak lainnya ialah 
berupa trauma pada anak yang dapat memicu perilaku 
amoral anak, sebagai bentuk perlawanan terhadap 
tindakan tidak menyenangkan yang telah dialaminya. Hal 
tersebut disebabkan oleh efek trauma yang muncul 
sebagai akibat dari ketidakmampuan anak dalam 
melakukan perlawanan terhadap pihak yang telah 
melakukan tindakan yang tidak menyenangkan 
terhadapnya. 
Tindakan tersebut merupakan strategi anak dalam 
mengatasi konflik batin yang disebabkan oleh trauma. 
Pada fase ini, apabila anak sudah terpapar oleh faktor 
stimulus, seperti media yang berbau seksual, maka 
seorang anak akan cenderung mengalami gejolak batin 
untuk mengekspresikan perilaku orientasi seksualnya. 
Apabila pihak keluarga dan lingkungan tidak 
memberikan pengawasan serta pengarahan yang tepat, 
maka seorang anak akan mendapatkan kesempataan 
untuk mempraktekkan apa yang seolah diketahuinya dari 
tayangan pornografi tersebut.  
Lebih fatalnya lagi, perilaku seksual mereka 
seringkali dilakukan kepada anak yang pada umumnya 
berusia lebih muda dari mereka, dengan maksud untuk 
dapat melampiaskan hasrat seksualnya tanpa perlawanan 
dari korban. Dan pada anak laki-laki yang mengalami 
kekerasan seksual di masa kanak-kanaknya dapat 
dipengaruhi dan dibawah kontrol anak lelaki lainnya. Hal 
ini mengakibatkan gaangguan emosional, korban dapat 
kembali melakukan pelecehan seksual kepada anak 
lainnya. Oleh sebab itu para pendidik harus segera 




seksualitas pada anak sejak dini sebagai bentuk dari 
upaya pencegahan serta perlindungan dari kekerasan 
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